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KATA PENGANTAR

Desa merupakan kesatuan maqyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untt* mengatur dan mengrrus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat kekayaan desa yang digrrnakan sebagai pendapatam asli desa yang

manjadi sumber pendapatan desa dengan tujuan pengelolaan keuangan desa.

Kekayaan desa tersebut adalah Tanah Kas Desa atau Tanah Desa. Dalam

masyarakat Adat terdahulu, Tanah Kas Desa atau Tanah Desa diperunrukkan bagi

Kepala Desa yang menjadi penghasilannya selama menjabat atau memangku

jabatan Kepala Desa. Pada masa Pemerintahan Daerah saat ini, Tanah Kas Desa

atau Tanah Desa tidak hanya diperuntukkan bagi Kepala Des4 melainkan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,

pernbangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pemanfaatan tersebut diatas, acapakali menimbulkan dampak dan

mengakibatkan terjadinya perbuatan hukum yang cenderung mengarah pada

perbuatan pidana, yakni perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan

penyrmpangan-penyimpangan terhadap hasil pangelolaan Tanah Kas Desa atau

Tanah Desa tersebd yang memiliki implikasi pada tindak pidana korupsi. Oleh

karena itulah, dalam penelitian ini digunakan judul "Perbuatan Melawan Hukum

atas Pengelolaan Tanah Kas Desa yang Berimplikasi pada Tindak Pidana

Korupsi".

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telatt

memberikan rizqi-Nya berupa akal pikir, sehingga penelitian ini dapat
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Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT., saya menyadari bahwa

panulisan Tesis ini masih jauh dari kesanpurnaan, karena kesempurnaan hanya

milik Allah SWT. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahahuan khususnya ilmu hukum. Amien.
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BAB I

PEI\DAHULUAN

l. Latarbelakang dan Perumusan Masalah

Pengaturan tentang Desa mulai diatur dengan disahkan dan dirurdangkannya

Undang-Undang Nomor 19 Tahtrn 1965 tentang DesapraJa sebagai Bentuk

Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh

Wilayah Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Desapraja). Di dalam

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahrur 1965 tentang Desapraja

dijelaskan, bahwa "Desapraja adalah kesatusn masyaralmt hulam yang tertentu

batas-batas daerahnya, berhak menguras rumah tangganya sendiri, memilih

pengaosonJ)a dan memgrunyai hafia herulo sendiri". Terhadap harta benda sendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tersebut, tidak diatur secara konkrit.

Undang-undang tersebr* hanya memberikan penjelasan harta benda kekayaan

menurut adat atau peraturan perundang-undangan dan peratran daerah atasan

yang telah ada pda waktu Undang-Undang Desapraja berlaku, selumhnya

menjadi harta benda kekayaan Desapraja.

Sejak tanggal I Deseinber 1979, Undang-Undang Desapraja diganti dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahur 1979 tentang Pemerintahan Desa. Oleh karena

tidak sesuai lagi dargan perkernbangan keadaan atau sifat Negara Kesatuan

Republik lndonesia, maka kedudukan punerintahan desa sejauh mungkin untuk

diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa daa ketentuan adat

istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin

mampu menggeralftan dalam partisipasinya pembangunan dan menyelenggarakan
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administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Sejalan dangan digantinya

undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja menjadi undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersebut, definisi Desa

juga berubah. Dalam Pasal I huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahtrn l9?9

tentang Pemerintahan Desa dijelaskan, bahwa "Desa adalah ruatu wilayah yang

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai lesatuan masyaralmt termasak di

dalamnya lcesatuan masyaralat hula.m ysng mempunyai organisasi Stemerintahan

terhadap lang,sang dibswah camat don berhak menyelenggarakcn rumah

langganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Repruhlik Inckmesia".

Pangaturan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

lebih mempertegas kedudukan Desa dan Kelurahan, sedangkan pengatu"n

tentang kekayaan desa tidak diatur secara konlcrit hanya menernpatkan hasil

tanah-tanah kas Desa sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa yang menjadi

sumber pendapatan Desa.

Pengaturan tentang Desa lebih lanjut diahr didalam Undang-Undang Nornor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah jelaskan

dalam Pasal I angka 12, bahwa "Desa atau yang disebut dengan noma lain,

selanjutnya di.sebut desa, adalah kesatuan masyamkat kukum ywng memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarolrat setemwt berdasorkan asal-usul dan adat istiadat setemwt yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuhtik

Indonesia". Ketentuan Pasal I angka 12 tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam

Pasal 200 ayat (l ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
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Daerah yang menjelaskan, bahwa "Dalam pemerintahan daerah kabupaten I kota,

dibentuk pemerintahan desa yang terdiri pemerintah desa dan badan

pennusyaratan de,sd'. Sebagai tindak lanjut atas pengaturan tentang Desa didalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, maka

diaturlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Didalam

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahtrn 2005 tentang Desa, Desa

merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/I(ota.

Desa memiliki kzuangan desa secara tersendiri, hal tersebut sebagaimana

diaturnya keuangan desa didalam ketentuan pasal 212 ayat (l) undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tortang Pemerintah Daerah, yav,ni "Kanangan De,w

adalah semuo hnk dan kewqiiban de.sa yang dapat dinilai dengan uang, $erta

segala sesaatu berupa ueng mquwn berupa barong yang dapat dijadikan mitik

de'sa herhuhungan dengan peloksanaan hak dan kewajiban". Dalam hal

keuangan desa tersebut, ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan, bahwa "penyelenggaraan urasar?

pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai fuiri anggaran

pendatrntan dan helanja dem, bantuan pemerintah dan hantuan pemerintah

daersh". oleh karenanya Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun 2005 tentang

Desa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tertait dangan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa tersebut, diatur lebih lanjut di dalam perahran

IUenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahrm 2007 tentang Pedoman pangelolaal

Keuangan Desa yang dijelaskan, bahwa "Keuangan Desa adalah se.mrur Ink dan
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kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilar

dengan uqng termasuk didatamnya segala bentuk kekayaan yong herhuhungan

clengan hak don kewajihan desa tersebut,.

Keuangan Desa memiliki Sumber Pendapatan Desa. Sumber Pendapatan Desa

tersebut, diatur didalam ketentuan pasal 212 ayat (3) undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. pasal 6g ayat (l) peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. pasal 4 ayat (3) peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Des4 bahwa "samher pendapatan Desa terdiri ata,r :

a- PendaptonAsli Desa;

b' Bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daeroh labupaten / lmto ;
c. Bagtan dari perimbangan keuangan pusar dan daerah yang dilerima oleh

kabupaten / kota ;

d. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten
/ Kota; dan

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpiiak pada Pendapatan Asli Desa sebagai surnber pendapatan Des4

salah satu dari Pend'patan Asli Desa tersebut adalah pengelolaan Kekayaan Desa.

Hal tersebtrt sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Pasal 4 ayat e)perafuran

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahmr 2007 tentang Pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa, bahwa "pengektlaan kerrayaan tle.sa harus henlayagpna tlan

herhasilgma untuk meningkatkcn pentlapran desa-,. selain itu pula, pasal 6g

ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan,

bahrva "Pendaltatan Asli Desa terdiri dari ..-..,......-., hasil kekayaan destt, .........,,.
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Terhadap hal tersebut diatas, patutlah untuk diketahui apakah pengertian dari

kekayaan desa itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daeralr dan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahan 2005 tentang Desa tidak

memberikan pengertian secara konkrit apa yang dimaksud dengan kekayaan desa.

Pengertian kekayaan desa diatur lebih lanjut di dalam ketentuan pasal I angka 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 200? tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa "keknyaan desa adalah barang milik Desa

yang bera-sal dari keknyaan asli Desa, diheti atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Den atau perolehan hak rainnya yang sah".

Dari pengertian tersebut diatas, terdapatjenis kekayaan desa. pasal 2 ayat (l)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa jo. pasal 69 peraturan pemerintah Nomor ?2 Tahun

2005 tentang Desa menjelaskan, bahwa "Kekayaan Dev terdiri atas :

a. Tanah Kas Desa;
b. Pa.sar Desa ;
c. Pasar Hewan :
d. Tambatan Peraha ;
e. Bangtnan Desa;
f. Pelelangan llmnyang dikelola oleh Desa ; dan
g. lnin-lain milikDesa.

Dari kekayaan desa tersebut diatas, yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah

Tanah Kas Desa, oleh karena acapkali terjadi penyimpangan terhadap

pangelolaan Tanah Kas Desa yang berimplikasi terjadi tindak pidana konrpsi.

Terkait dengan Tanah Kas Desa sebagaimana dirnaksud di atas, perahuan

Pemerintah Nomor ?2 Tahur 2005 tentang Desa tidak memberikan pargertian

lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa. pengertian
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Tanah Kas Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut didalam ketentuan Pasal I angka

l0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa, melainkan bukan Tanah Kas Desa tetapi Tanah

Desa, yakni "Tanah Desa adalah barang milik desa yang berupa tanah bengkok,

htbamn, dan titisrd'. Dari pengertian tersebut, Tanah Desa benrpa Tanah

Bengkok, Tanah Kuburan, dan Titisara. Apabila mencermati pengertian dari

kekayaan desa yang sebagaimana dijelaskan didalam Pasal I angka 9 Peraftuan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Kekayaan Desa tersebut diatas, kekayaan desa berasal dari kekayaan asli Desa,

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan hak lainnya yang sah.

Pengertian Kekayaan Desa dengan Tanah Desa sebagaimana tersebrrt diatas,

terdapat pengertian yang masih tidak saling berkesinambturgan. Padahal di datam

tataran praktis penerapan dan penegakan hukum terdapat pengelolaan kekayaan

desa (Tanah Kas Desa) yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Selafur itu pula,

beragam putusan-putusan majelis hakim yang telah memutus perkara tindak

pidana korupsi terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa. Berbagai faktor yang dapat

menyebabkan beragamnya putusan tersebut, yang morjadi tolok ukumya adalah

ada atau tidak adanya kerugian negam yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa "Kenrgian Negara/Daerah

adalah kehtrangan uang, surctt berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jttnlahnya scbagai akibat parhuaran mekmvan hukum baik sengaja naulrun lalai-.
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Pada prinsipny4 terdapat suatu keadaan kerrangan negara dalam keadaan rugi,

sedangkan parameter trnhrk menentukan kenrgian negara tidaklah dapat dipastikan

lebih lanjut. Apabila mengacu pada pengertian kerugian negara dalam pasal I

angka 2?Undang'Uudang Nomor I Tahur 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

kerugian negara adalah kekurangan uang ...yang nyata dan pasti. Terkait dengan

pengelolaan kekayaan desa (Tanah Kas Desa), acapkali yang menjadi

permasalahan adalatr Tanah Kas Desa disamapersepsikan sebagai unsur utama

yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, apabila terjadi perbuatan

pidana dalam pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut dijadikan sebagai tindak

pidana korupsi. seperti yang telah dipaparkan sebelumnyq terdapat berangkai

putusan-putusan majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara dugaan

adanya tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa.

Padahal, terdapat Barang Milik Negara/Daerah dan Kekayaan Desa.

cenderung terjadi permasalahan hukum atas pegelolaan kekayaan desa dan

seringkali terjadi salah pemanfaatan atas pengelolaan Barang Milik

NegaralDaerah dengan Kekayaan Desa oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

Kabupaten/I(ota dengan pemerintatr Desa. Kekayaan Desa yang seringkali

menjadi pennasalahan hukurn adalah pengelolaan Tanah Kas Desa. Tanah Kas

Desa merupakan Kekayaan Desa, sedangkan cara perorehan Kekayaan Desa

berasal dari kekayaan asli Desq dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Meskipun

demikian, perbuatan-perbuatan hukum yang acapkali dilakuka' dalam

pangelolaar Tanah Kas Desa adalah dengan cara pemanfaatan ya'g tidak
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sebagaimana mestinya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu

contoh adalah dengan cara menjual Tanah Kas Desa atau dengan cara melakukan

proses tukar-guling (raislag). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 Peraturam

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 200T tentang pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa, dijelaskan bahwa "Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidqk

diperbolehkan dilakul(an pelepa.san hak kepemilitnn lcepada pihak lain, pectnli

diperlulran untuk kepentingan umum dan hak lcepemilikan tanah des tersehut

dilalaienn setelah mendapat ganti rugi ,sesuai harga yang menguntungkan desa

dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual objek pajak (NJop) yang

ganti rugi tersebat berupo uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang

lehih haik dan herlakasi di De,sa setemgwt". Acapkali te{adi dugaan perkara

tindak pidana perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kekayaan desa

(Tanah Kas Desa) yang berimplikasi pada tindak pirlana korupsi. Modus

operandinya adalah melakukan penjualan Tanah Kas Desa dan/atau rnelakukan

ruislag (tukar guling) atas Tanah Kas Desa dengan pihak lain yang tanpa hak

maupun penrntukan yang sah. Tanah Kas Desa merupakan sumber pandapatan

asli desa dan menjadi sumber pandapatan keuangan desa. Oleh karenanya dalam

pengelolaan tidaktah dapat dilalarkan tindakan hukum dalam melakrkan

pangalihan yang berakibat hilangnya Tanah Kas Desa dari kekayaan desa dan

berpindahtangan kepada pihak lain.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut diatas, merupakan perbuatan yang

merugikan keuangan desa. Terhadap hal tersebut apakah dapat dinyatal,ian sebagai

perbuatan pidana dengan unsur melawan hukum dalam melakukan tindak pidana
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korupsi. Untuk dapat dinyatakan telah melalnrkan tindak pidana korupsi, haruslah

dapat dibuktikan bahwa si pelaku telah merugikan keuangan negara. Kerapkali

terjadi salah dalarn melakukan penerapan hukum dalam perurngarutn perkara

tindak pidana korupsi yang menyangkut pargelolaan kekayaan desa. Apakah

dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penjualan Tanah

Kas Desa tanpa prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan

kerugian keuangan negara. Padahal Desa memiliki keuangan desa secara

tersendiri. Hal tersebut juga terkait dengan kekayaan desa adalah kekayaan

negara/daerah, bilamana terjadi perbtratan melawan hukum dalam pengelolan

kekayaan desa dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Dapat dimungkinkan perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan tindak

pidana korupsi teapi tindak pidana umum. Bahkan bukan merupakan tindak

pidana, melainkan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas dapatlah dirumuskan masalah utama

yang akan dikaji dalam penulisan ini: "perbuatnn melnrwn haham atas

pengeloloan Tanah Kas Deso yang berimpti&asipada tindah pidona horupsf,.

Selanjuarya, nunusan rnasalah tersebut dapat dijabarkan dalam sub-masalah

yang merefleksikan nxmg lingkup penulisan sebagai berikut :

1. Apakah Tanah Kas Desa merupakan kekayaan negara/daerah ?
2. Apakah perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa

dapat dikategorikan sebagai tindak pidanakorupsi ?
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2. Tujuan d:rn Manlirat Pcneli t ian

Tujuan Pencl i t ian

Penul isau ini  nremil ik i  tujuan Lur-r lul  dan tujuan khusus. I 'u juan umum

adalah dalam rangka untuli nremenuhi pelsvaratan nrata huliah rvajib fakLrltas.

Tujuan khusus adalah t-nengutamal ian kcmampuan bcrpi l t i r  secara i lmiah dengan

landasatr teor i t ik dau pengka. j ian melalui  pendekatan per. l t l l ran perunclan{-

ttt-tdirngan ( s' I u tu I e u pytr r t u t' h).

N{:rnl i r t t  Penel i t ian

Penr"r l isan ini  ntenri l i l< i  rnanfhat tcor i t is c lan rranfhat prakt is.  Manfaat teor i t is

berkaitan dengan pengenrbangan hukum pidana dalanr huhun'r  pic ' lana korLrpsi

1'aug berot'ientasi dalant raugka peningkatan \\'.iwi,lsi'ut clan kertrantpuan akaclcrlilt.

Manfa:r t  prakt is penul isan terkai t  densan hegunaan hasi l  penr,r l isan van-u dapar

dinlar l faatkan I-uahasiswa dan prakt is i  la in guna rangka bcrperanscrta clalanr

pengelolaalt  t l t t tah kas clesa. Selain i tu.  nrcnrberikan kontr ibLrsi  penri l t i ran terhaclap

penQenlbanQatl  hl t l tunt pidana bagi kalanqan aparat pcneral i  I tukun-r.  gLlna

tllenerapkatr sattlisi piclana cialanr r-r-rcnesakkan clan ntenelapl<annva tclhaclap

adanva dttc.aan perbuatan I lelan'an hul<url  c lalant penuclolaan tanalt  has clcsa.

3. Metode Penelit i :rn

a. Pendek:rtan Masal:rh

Penulisatr ir-ri mer-rggunakan metclde penelitian hultunr dcngan penclekatan

yr-rr icl is n-relalLri studi kepustakaan untuk pcngLrntpLrlan bahan hukum

("lcgul ntulct'itr.sl"'). pendeliatau lleratLlran perunciitnu.-unclangan (.\'l(tluta

upl)t '( tuc'h)- pcrlcicl<atan konseplual (c'otr.teptuul u1t1tt 'ouc'h). clan penclel<atan
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kasu (ca.rc upprouch). Pendelialan yans utalna clalam penelitian hukunt ini

adalalr pendekatan peral Lu'an peru ndan g- unc'lan gan (.\' t (t t L r t a u pp r o u c, h),v ang

dibaritu dengan menggLrnakan penclekatan konseptual (c.on.septuul

upprocrch) dan penclekatan kasus (cu.s'c tt1t1tr.o(tL:h).

b .  Sumber  I ] : rhan Hukum

Dalalrr  rangka rnenuniang penel i t ian ini .  sumber bahan hukurl  yang

digunakan nlel iput i  :  sut lbcr bahan hul iur-r-r  pr i r ler c lan sumbcr.  bahan

huhunr sel<uncier.  l ,a l tni  :

1.  Bahan Hlt l<ut l  l ) t ' i t t ter.  peuLrl isan ini  c i inrLr lai  dengan pengumpulan

peraturan perundang-nndangar-r  vang r-nel ipr_rt i  sebagai ber ik l t  :

-  Undang-l jndane Nomor i  7 fahr-rn 2003 tentang Keuangan Negar.a:

-  Undang-LJndang Nomor I  TahLrn 2004 tentans Perberrdaharaan

Negara:

- LJIldang-LJIlciang Not-nor 32 l ' trhLrn 2004 lcntalts. Pcnterintahan

Daerah:

- Peraturan Pe'e.i ' tah Nor-.or 72 
' l 'ah, '  

2005 tentang Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror - l  l 'ahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Kekal,aan Desa: dan

- Peraturan penrndang-undangan lainuva ),an_g terkait clengan

pcnc l i t i an  l i r r l i r r n r  i n i .

2. Bahan Httkulrt Sekunder nrel iputi  bukr-r-br-rku atau l i teratr-rr y'ang

diperoleh clari pendapat sarjana hLrltr-rrtr/clolt tr in hal ini cl ihait l<an.

11 .
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c. Prosedur Pengumpul:rn dan pcngelol:ran l l :rhan FIukum

Dari bahan hukum primer dan bahan hr:kum sekunder. kemudian

dilakr'rkan perlgr-rnrpulan clengan r-nenginf-etzrrisir dari stLrcli kepustakaap dan

penelit ian httkttnl.  Pacla tahap berikutnva cl i lakLrkan penuelolaan dengan

cara I len-Qidentif l l<asi. I lettsklasi l lkasi bahan hukur-n beserta data terruan

clari peneli t ial l  hlt l i lul.  Se'telah melaltul,an pcngelolaan alas baltan hultunt.

nlaka di laktrkan pengka.i ian atas konscp perbuatarr nrclarval Iukupr

sebagaimana yaltq 1e-r. l<anchrrr-g clr l lnt [Jnclang-lJnclang Norlor 3l TahLrr-r

1999 tentang Pctltberatttasan l ' inclak Piclana l(orLrpsi . jo. IJnclang-lJnc1:rng

Nomor 20 Tahtln 2001 tentans Perubaltan l jndans-Unclang Nomor i l

' l 'ahun 
1999 tentang Penberantasan Tinclak picjana Korr_rpsi. Kajian

terhadap perblratan Irclnr,r 'an hul<unr c' l i lakLrkan clcngan cara nrelakLrkan

ka.i ian atas doktrin yans berkenrbang dalanr hukun-r piclana. Disanrping itLr.

di laktrkan pcrtgl<.a.i ialt  terhaclap pcnuelolaan tanzrh l<as clcsa vang nrcp.jacl i

oh . i ck  pc r r c l i t i r n  l r r r l < ru r r  i r r i .

Analisis Bahan Hukum

Analisa bal-ran httkuttr di lakukan dengan pengka.j ian clcskript i f--anali t ik dal

perra ls i ran sccal 'a  s is tcr r rat is .

d .
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BAB tr

HUBUNGAN ANTARA BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN

KEKAYAAN DESA

1. Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Ilaerah dengan

Kekayaan Dsa.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Daerah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kekayaan yang dikelola untuk dijadikan

sebagai sumber pendapatan negara hingga menjadi pendapatan asli negara atau

daerdr. Selain itu pula, Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

juga memiliki kekayaan desa.

Terdapat beragam kekayaan negara/daerah maupun desa, melainkan yang

menjadi pengelolaan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dengan Pemerintah Desa

adalah kekayaan yang sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Pengaturan akan pengelolaan kekayaan negara/daerah

maupun kekayaan desa memiliki ruang lingkup kekuasaan pengelolaan secara

tersendiri. Oleh karena itu, patutlah untuk ditelaah secam cermat terkait dengan

landasan hulium dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah maupun kekayaan

desa' Acapkali terjadi salah persepsi dalam menentukan lingkup kekayaan negaral

daerah dengan kekayaan desa oleh Pemerintah Pusat/Daerah dengan pemerintah
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desa yang pada akhimya menimbulkan dugaan dalam perbuatan melawan hukum

yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang secara pasti masih diperlukan

pembuktian lebih lanjut ada atau tidak adanya unsur timbulnya kerugian keuangan

negara.

1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan

Kekayaan Desa.

1.1.1. Barang Milik Negara./Daerah

Pengelolaan barang milik negaraldaerah diatur di dalam Pasal 42 hingga

Pasal 49 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lz Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari perafuran perundang-undangan tersebut diatas, terdapat perbedaan

terhadap istilah barang milik negara/daerah dengan yang disebutkan di dalam

Pasal 2 Huruf g undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang menyebutkan dengan istilah kekayaan negara, bahwa "Keuangan

Negara meliputi : Kekayaan negara/keknyaan daerah yang elikelola sendiri atau

pihak lain berupa uang, sur{tt berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uong, termasuk kekayaan tang dipisahkan oleh perusaluan

negara I perusulnan daerah". Ketentuan Pasal 1 angka l0 dan angka I I Undang-

Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan ketentuan

Pasal I angka I dan angka 2 Peraturan Pernerintah tentang Pengelolaan Barang
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Milik Negara/Daerahjo. Pasal I angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

digunakan istilah Barang Milik NegaralDaerah. Hal tersebut sebagaimana

dijelaskan dibawah ini :

"Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dori perolehon

Iainnya yang sah".

"Barang Milik Daerah adalah semua barang yang ttibeli atau tliperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari peralehan

lainnya yang sah",

Dengan berlandaskan pengaturan tersebut diatas, barang milik negara/daerah

meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan

Belanja Negara./Daerah ; dan

b. barang dari perolehan lainnya yang sah.

Ruang lingkup apa yang dimaksud dengan barang milik negaraldaerah tersebut

diatas, dapat diartikan sebagai barang bergerak atau barang tidak bergerak. Oleh

karena tidak terdapt batasan-batasan yang dapat dijadikan sebagai landasan

dalam pengelompokannya dan hanya dibatasi dengan dasar "...tlibeli atou

diperoleh atos beban APBN/D' dan"...perolehan lainnya yangsaft,'. Berdasarkan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara./Daerah, yang dimaksud dengan "...perolehan lainnya yang

s'aft" adalah:

a. barang yang diperoleh dari hibalr/sumbangan atau sejenis ;

l 5
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b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaem cian per.janjian/kontrak :

c. balang yang diperoleh scbagai ketcntuan peraltllran perundang-lurclangan : atau

d. barang yang yang diperoleh berdasarkan putusan pengaclilan ),ang telah

ntemperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pengertian tersebut diatas. n-rasih belum memberikan rlrans lingkup ataLr

batasar-r-batasan metrgcnai barang mil ik negara/claerah. Nanrun. di clalam tJndans-

Undang Nomor I Talrr"rn 2004 tentan-u Perbendaharaan Ne-uara c'lan Peraturar-r

Penterintah Notlor (r fahun 2006 tcntans Pengelolaan Baranq Mil i l t

Neg:rra/Daelah cl iLu'aikan pcnuelolaan barang nri l l i  ncsara/claerarh rnelalLri

perrirTclahtaltganalt tanah clan/atau bangunnn tcrlcbih c' lahLrlr-r ntendapat persetujuan

dari DPR/DPRD.

' l 'erkait 
clensnn pen-uaturan pengclolaan barang nti l ik negara/daeralr

tersebr-rt diatas" peraturan pemndang-unclangan sebagaimana tersebut diatas t iclak

metlberikan pengaturan secara konkrit tcrhadap cara perolehan barar-rir mililr

uegara/c1aerah. Nan-ttu-t. Peratulan Pcmerintarh Nontor'  6 
' l 'ahLrn 

200(r tenti tns

Pengelolaau Barang Mil ik Negara/Daerah -jo. Peraituran Menteri Dalam Negeri

Nollor l7 Talturt 2007 tcntang Pccloman ' l 'eknis 
l)cngelolaan Baran-{-r Mil ik

Negara/Daerah hatrl 'a It tensalur pen-u,aclann tanah clan nrasih harus cl iatur lebi lr

laniut olel-r Peraturan Presiden. Cara perolehan barar-rg nrilik negara/claerah secara

langsung ditu.iukan dari pembelian atau perolehern atas beban Anggalar.r

Pendapatan dan Relanja Negara/Daerah atau peroleharr lainnl,a ) 'an_g sah. Ticlak

terdapat barang nti l ik negara/daerah,vang berasal cJali  asal-Lrsul tanah adrit  secara

turttt t  tenturr-rn apabila didasarkan dengan per-)gert ian -vang telah cl irumuskar-r

dtrlarn peratLlralt perutrclanr-r-rnclangnr-r scbagainrana tersebut cliatas. Atas c'lasar hal
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tersebutlah, barang milik negaraldaerah dapat diartikan sebagai barang bergerak

atau barang tidak bergerak. Dengan demikian, barang milik negara/daerah

ditujukan tidak hanya meliputi tanah dan bangunan tetapi dapat juga meliputi

barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai.

Perafuran perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas khususnya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

NegaralDaerah jo. Peratum.n Menteri Dalam Negeri Nomor t7 Tahun 2002

tentang Perdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya memberikan

dasar-dasar pengelolaan terhadap barang milik negaraldaerah tetapi tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ruang lingkup yang menjadi barang

milik negara/daerah. Selain ilu, proses perolehannya tidak diatur lebih lanjtrt

secara jelas dan konkrit yang masih menimbulkan celah-celah pemanfaatan

maupun pengelolaan. Salah satu hal yang dapat dicontohkan adalah pengadaan

tanah yang diperunhrkan suatu daerah kabupatenlkota atau yang diperuntukan

guna pengembangan desa. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan tanah

tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dapat terjadi

pengelolaan yang tumpang tindih, tetapi ter3adi penbagian hasil pendapatan atas

pengelolaan tersebut. Hal tersebut tidaklah semudah apa yang telah digambarkan

sekilas tadi apabila pengadaan tanah diperuntukkan guna pengembangan desa.

Oleh karena, terdapat pengaturan lebih lanjut dari Peratun"n Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 20a7 lr:ntzng pedoman pengelolaan kekayaan desa.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu pengelolaan keuangan daerah adalah
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pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah salah satunya terdiri atas

pendapatan asli daerah yang salah satunya yang termasuk adalah hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun hasil penjualan,

pemanfaatan serla pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Terkait

dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan atau

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memberikan pengaturan lebih

lar{ut atas hal tersebut.

Dan pengertian atas barang milik negaraldaerah sebagaimana diuraikan

tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwasannya barang milik negaraldaerah

memiliki batasan atau lingkup yang didasarkan dari pembelian atau perolehan atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah maupun perolehan

lainnya yang sah, selain itu pula, apa yang dimaksud dengan barang dapat

diartikan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang meliputi kekayaan

yang dipisahkan dan keleyaan yang tidak dipisahkan.

1,.1.2. Kekayaan Desa

Landasan hukum pengelolaan kekayaan desa diatur di dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahrm 2007 tentang pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa. Oleh karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa, tidak mengatur mengenai pengelolaan kekayaan desa.

untuk sebelumnya, patutlah diketahui apa yang dimaksud dengan

kekayaan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak

memberikan pengertian tentang kekayaan desa, melainkan menjelaskan di dalam
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ketentuan Pasal 69, bahwa "Kekayaan Desa sebagaimana dimak"sud dalam pasal

68 ayat (l) huruf a terdiri atos :

a. tanah ka.s desu;
h. p{tser desa;
c. pctsar hewan;
d. tambatcnperahu;
e. bangunandesa:
f pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
g. Ioin-lain kekayaan milik desd'.

Penjelasan sebagaimana kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

tersebut diatas, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dalam Pasal

I angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun z00z tentang

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan, bahwa "Kekayaan desa adalah

barang milik de'ca yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeti atau dipercleh

atas beban anggaran pendopatan dan belanJa desa atau perolehan hak lainnya

yang sah". Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab I, Kekayaan Desa

mencakup pada barang milik desa dibawah ini :

l. kekayaanasli desa;

2. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa; atau

3. perolehan hak lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan apa

yang dimaksud kekayaan asli desa. Disamping itu, dalam pasal I angka l0

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa menyebutkan pengertian tentang Tanah Desa adalah
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barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Hal tersebut sangat

berlainan dengan macirm-macam kekayaan desa yang salah satunya adalah

disebutkan tanah kas desa. Terdapat perbedaan dalam pemberian istilah barang

milik desa. Oleh karena itu, tanah desa belum tentu dinyatakan sebagai tanah kas

desa apabila dengan berlandasakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tersebut.

Pengaturan macam-macam kekayaan desa sebagaimana tersebut diatas,

masih tidak konkrit. oleh karena terdapat 2 (dua) macam, yakni tanah desa

dengan tanah kas desa. Tanah Desa secara pengertian sudah jelas dan konkrit

apabila berlandaskan pada ketentuan Pasal I angka l0 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desq

sedangkan Tanah Kas Desa masih belum jelas terkait dengan pengertian maupun

definisinya.

seandainya dengan memberikan pemahaman sederhana salah safu

kekayaan desa adalah tanah desa, maka apa yang dimaksud dan lingkup dari tanah

desa adalah tanah yang berasal dari turun-temurun atau asal-usul adat istiadat.

Oleh karena salah satu dari macam tanah desa adalah tanah bengkok. Surclo

rwignjodipuro memberikan pemahaman terkait dengan tanah bengkok, bahwa

"Kepala Persekutuan atau lain Pembesar Desa mempunycti hak atas tanah

pertanian yang diberikan oleh persekutrnn untuk memelihara kelmrganya - (:

tanah bengkok)".t Lebih lanjut diterangkan bahwa *Hak tlemikian ini dimiliki

I Surojo Wignjodipurc , Penganlar dan Azas-Az<ts Hukum Atlot.Alumni, Bandung l9Z9
h.  258
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para Peiabat baik semasa aktif bekerja m(tupun setelah pensiun untuk .selama

memcmgku jabatannya ataupun selama hidupnya (setelah pensim) mengenyam

penghasilan dari tanafu'sawah iti'.2 Dari pemahaman yang telah diuraikan oleh

surojo wignjodipuro tersebut, Tanah Bengkok merupakan tanah desa yang

memiliki nilai peruntukan maupun pernanfaatan yang ditujukan bagi kepala desa

selama memangku jabatan dalam pemerintahan desa. Selama menjabat sebagai

kepala pemerintahan desa, kepala desa diberi kekuasaan untuk memanfaatkan dan

menguasai atas tanah bengkok tersebut. Secara yuridis, pengertian "menguasaio'

adalah mempunyai wewenang untuk berbuat sesuafu terhadap benda yang

dikuasainya.3 Terkait dengan hal tersebut, di dalam ketetentuan pasal 6 peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa dijelaskaq bahwa "Keknyaan Desa dikelola oleh pemerintalt

Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingon penyelenggaraan

penzerintahan, pembangtman dan pelryanan masyarakat Descf,. selain itu,

disebutkan pula Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terdapat pembeda terhadap prinsip

dasar pengelolaan kekayaan desa, dalam Hukum Adat sebagaimana yang

dipaparkan oleh surojo lvignjodipuro dan soepomo dengan pengaturan dalam

peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana yang diatur dalam

2 tbiA- traat iuga soepomo dalam "A<latpriwrutrecht vmt l4/est-Jcrvcr,. h. t ?0

3 Sri Hajati, Rest'rukturisasi Hak qta.v Tcnah dalam rangka pembahemwn Huhtm
Argrmia Nqsional, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas
Airlpngga Surabay4 2005, h. 10.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 200? tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dari segi perolehan, Kekayaan Desa memiliki pengaturan yang berbeda

dengan barang milik negaraldaerah. Apabila dalarn barang milik negaraldaerah

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

maupun perolehan lainnnya yang sah, melainkan dalam kekayaan desa diperoleh

tidak atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraldaerah. Dengan

berlandasakan pada ketentuan Pasal 8 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa, kekayaan

desa diperoleh melalui :

&. pembelian;

b. sumbangan;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
d. bantuan dari pihak ketrga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ditegaskan pula di dalam ayat e) dalam pasal tersebu! bahwa

"Kekayaan desa sebagoimona dimalccud pada ayat (l) menjadi milik Descf,.

Meskipun demikian, patut untuk dicermati pula dengan pengertian kekayaan desa

sebagaimana yang diatur dalam Pasal I angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa,

bahwasannya tertuang juga mengenai kekayaan desa adalah barang milik desa

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

maupun perolehan hak lainnya yang sah. Kcnsep pengertian tersebut tidak

berlainnan dengan konsep pengertian yang tertuang dalam apa yang dimaksud

dengan barang milik negaraldaerah.
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Mencermati hal tersebut diatas, Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2AA7 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tidak konsisten atau

masih memiliki nilai pengaturan norma yang tidak konkrit dan jelas atau

cenderung memberikan konsep di dalam nonna hukumnya yang memiliki

kesamaan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan

pengelolaan kekayaan desa diatas, kekayaan desa meliputi berbagai macam

sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya. Bahkan dari cara

perolehannya juga sangat konkrit dan tidak seperti pengaturan barang milik

negaraldaerah. Sehubungan pokok penelitian ini adalah kekayaan desa yang

terkait dengan tanah kas desa, tanah baik tanah desa atau tanah kas desa dalam

kekayaan desa berlainan dengan apa yang dimaksud dengan tanah yang menjadi

lingkup bagran dari barang tidak bergerak milik negaraldaer.ah. Dalam tanah desa

meliputi tanah bengkok, tanah kuburan, dan titisara, sedangkan tanah kas desa

tidak dijelaskan secara konkrit mengenai macam maupun bentuknya. Akan tetapi

tanah kas desa dapatlah dicanangkan pada tanah yang diperoleh dari proses

pembelian, sumbangan, bantuan dari Pernerintah dan Pemerintah Daerah maupun

pihak lainnya yang sah, dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa. Dengan demikian,

tanah kas desd dapat dicanangkan pula tanah yang bukan berasal dari kekayaan

asli desa, tetapi menjadi milik desa.
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Dengan demikian, dapatlah ditarik pemahaman atas apa yang dimaksud

dengan barang milik negara/daerah dengan kekayaan desa. Barang milik

negara/daerah merupakan barang yang meliputi barang bergerak atau barang tidak

bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

NegaralDaerah atau dengan perolehan hak lainnya yang sah. Disisi lain, kekayaan

desa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak milik desa yang berasal dari

kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan asli desa merupakan

batasan tersendiri dari pembedaan dengan barang milik negaraldaerah. Oleh

karena, di dalam barang milik negara/daerah tidak terdapat kekayaan asli

negara/daerah. Hal tersebut dikarena, proses perolehannya melalui cara dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun perolehan

hak lainnya yang sah.

1.2. PengelolaanBarangMilikNegara./Ilaerah

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana yang diatur di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

NegaralDaerah jo. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 200g tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah jo. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lZ

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerafu, meliputi:

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemelihara an;

a.
b.
c.
d.
e.
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f. penilaian;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
k. pembiayaan; dan
L tuntutan ganti rugr.

Di dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah dijelaskan, bahwa "Menteri Keuangan

selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara,'. Dalam

pemerintahan daerah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah dijelaskan, bahwa

"Gubernur/Bupoti,ovalikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik negara".

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud diatas,

pengelolaan yang seringkali dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan dalam

pengelolaan dengan cara pemanfaatan dan pemindahtanganan. untuk lebih

jelasnya, dapat dicermati terlebih dahulu mengenai pngelolaan barang milik

negara/daerah yang meliputi pemanfaatan. Dengan berlandasakan pada ketentuan

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang

Milik Negara.fDaerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200g tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Barang Milik Negara./Daerah dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknik pengelolaan Barang Milik
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Daerah, bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negaraldaerah adalah sebagai

berikut:

a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
d. Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna.

Hasil dari bentuk pengelolaan barang milik negara/daerah dengan cara penyew:um

tersebut, merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan

ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Disamping mengatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan dalam

pengelolaan barang milik negaraldaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga mengatur

mengenai bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negarddaerah yang

sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun

bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik negara/daerah tersebut meliputi:

a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah,
d. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah

Bentuk pengelolaan barang milik negara/daerah dengan cara pemanfaatan dan

pemindahtanganan tersebut diatas, acapakali rnenjadi penyalahgunaan we\tenang
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dalam melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. pada akhimya,

terdapat barang milik negara/daerah yang tidak dapat dipertanggungiawabkan

pengelolaannya. Rangkaian tindakan yang seringkali dilakukan adalah

pengelolaan dengan cara melakukan penyewaan, kerjasama pemanfaatan, dan

Tukar Menukar. Barang milik negara/daerah yang menjadi tujuan utama adalah

tanah danlatau bangunan. Tindakan-tindakan tersebut, sangat merugikan

keuangan negara/daerah. oleh karena, barang milik negaraldaerah merupakan

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah. Meskipun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahrurr 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dipertegas

terhadap mekanisme pengelolaan barang milik negara/daerah berupa tanah

dan/atau bangunan diharuskan mendapat persetujuan dari Dewan penrrakilan

Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tersebut diatas, masih memiliki titik lemah dalam

pengelolaannya. Meskipun demikian, yang menjadi acuan terpenting dalam

pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut diatas, adalah penerimaan

negara/daerah.
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1.3. Pengelolaan Kekayaan Desa

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Fful

tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 200 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan

Desa. Dalam hal pemerintahan desq pengelolaan kekayaan desa harus

mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Disatu sisi,

kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa yang dimanfaatkan untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat desa. Di dalam Pasal I angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa "pemerintah Desa adalah Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,,.

Dengan berlandasakan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa jo. pasal I angka 7

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pengelola

kekayaan desa. Pengelolaan kekayaan desa tersebut, harus mendapatkan

persefujuan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, segala tindakan atas

pengelolaan kekayaan yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa harus

mendapat persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Terlebih dahulu perlu

dicermati mengenai kewenangan Badan perusyawaratan Desa dalam

penyelenggaraan Desa. Di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor
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72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusywaratan Desa memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan

kepala desa;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat; dan

f. menyusun tata tertib dan Permusyawaratan Desa.

Wewenang tersebut diatas, tidak terdapat wewenang untuk melakukan sarana

pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan kekayaan

desa. Pada prinsipnya, penelitian ini tidak mengkaji terlalu mendalam mengenai

pengawasan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap

Pemerintah Desa, tetapi memiliki hubungan yang ditujukan dalam pengelolaan

kekayaan desa. oleh karena seringkali te{adi perbuatan hukum yang

mengakibatkan terjadinya kerugian dalam pengelolaan kekayaan desa. Seperti apa

yang telah diutarakan di dalam Bab I sebelumnya, kajian kekayaan desa dalam

penelitian ini adalah berpusat pada Tanah Kas Desa. Tanah Kas Desa masih

menjadi daya tarik dalam pengelolaan kekayaan secara terpadu, melainkan tidak

tepat guna dan nilainya.

Dalam hal pemanfaatan kekayaan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa juga

mengatur mengenai jenis pemanfaatan sebagaimana yang telah diatur didalam

pasil Z0 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
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Milik Negara/Daerah dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknikpengelolaan Barang Milik Daerah, yakni :

a. Sewa,
b. Pinjam Pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
d. Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna.

Hasil dari pemanfaatan kekayaan desa dengan jenis-jenis sebagaimana dimaksud

diatas, merupakan penerimaan / pendapatan desa. Pemanfaatan kekayaan desa

yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan drlakukan pelepasan hak kepemilikan

kepada pihak lain terkecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Hal tersebut

sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa.

Pemanfaatan terhadap kekayaan desa berupa tanah desa, seringkali menjadi

polemik tersendiri dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang telah diuraikan

diatas, pemerintah desa diberi kekuasaan untuk melakukan pengelolaan kekayaan

desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kekayaan desa berupa tanah

desa dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan sewa, pinjam pakai, dan

kerjasama pemanfaatan. pemanfaatan tersebut ditujukan dalam rangka

memberikan nilai yang berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan

pendapatan desa. Dengan demikian, tujuan utama dalam pengelolaan kekayaan

desa adalah meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan desa tersebut sebagai

sumber dari keuangan desa. oleh karena, biaya pengelolaan kekayaan desa

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu pula, salah

satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pendapatan desa dan sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Pemerintah Desa, yakni
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Kepala Desa. oleh karena itulah, pengelolaan kekayaan desa merupakan

pengelolaan keuangan desa.

Dari seluruh uraian tersebut diatas, landasan yuridis dari pengelolaan barang

milik negara/daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Perafuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Kekayaan NegaralDaerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kekayaan

Daerah, sedangkan pengelolaan kekayaan desa landasan yuridisnya berpedomaa

pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Kekayaan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Barang Milik Negara/Daerah bukan merupakan Kekayaan Desa, kgitu juga

Kekayaan Desa masih belum dapat dinyatakan sebagai Barang Milik

Negara/Daerah. Terhadap Barang Milik NegaralDaerah berasal dari pembetian

atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaralDaerah,

sedangkan Kekayaan Desa berasal dari kekayaan asli desa dan dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Dari segr

pengelolaan keuangan pemerintah, baik Barang Milik Negara/Daerah atau

Kekayaan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan negara/daerah atrau

desa.
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2. Pertanggungiawaban dalam Pengelolaan Kekayaan Desa

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam sub bab sebelumnya, pengelolaan

kekayaan desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. oleh karena itu,

Pemerintah Desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan kekayaan desa

maupun Kepala Desa juga merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa,

memiliki pertanggurlgiawaban dalam melakukan pengelolaan atas keduanya

tersebut.

Pertanggurgiawaban atas pengelolaan kekayaan desa tersebtfi, diatur didalarn

ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Kepala Desa (sebagai pemerintah desa)

selaku pengelola kekayaan desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan

kekayaan desa kepada BupatiAValikota melalui Camat setiap akhir tahrrn

anggaran dan/atau sewakfu-waktu apabila diperlukan. penyampaian laporan

tersebut merupakan wujud dari pertanggungiawaban Kepala Desa selaku

Pemerintah Desa yang melakukan pengelolaan kekayaan desa. Ketentuan pasal 17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa tersebut, tidak memberikan pengaruran secara

konkrit terhadap penyampaian laporan oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa

yang melahrkan pengelolaan kekayaan desa. padahal, penyampaian laporan atas

hasil kekayaan desa tersebut memiliki implikasi terhadap keuangan desa. Oleh

karena, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah kekayaan desa. Kekayaan

desa yang paling merniliki nilai yang berdayaguna dan berhasilgrura adalah

pemanfaatan tanah kas desa.
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Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya dalarn bab ini, terdapat

tanah desa dan tanah kas desa. Keduanya ini memiliki nilai berdayaguna dan

berhasilguna yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan desa. Disatu sisi,

dana pengelolaan atas kekayaan desa tersebut dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian, Kepala Desa selaku pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan Desa diharuskan melakukan penyarnpaian

laporan per-tanggungiawaban pelaksanaan ApBDesa yang disampaikan kepada

Bupati/walikota melalui camat. Tidak hanya menyampaikan laporan semata,

tetapi terdapat pertanggungjawaban. pertanggungiawaban seperti apakah yang

diwajibkan untuk dipenuhi oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa. Pelaporan

atas hasil kekayaan desa, seharusnya menjadi satu dengan pertanggungiawaban

atas keuangan desa. Bilamana mencermati pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahtrn 2a07 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa,

pertanggungiawaban atas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa tidak

termasuk dalam pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa. Hal tersebut dapat

dicennati ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



BAB I  t I

PERBUATAN MELAWAN HUKTIM DALAM PENGELOLAAN

TANAH KAS DESA

1.  Beberapa Penger t ian Perbuatan Melaryan Hukum

Pengelolaan kekayaan desa terhadap Tanah Kas Desa atau Tanah Des:r

acapkali nlenimbr-rlhan perbuatan hukum l'ang berclanrpak pacla suatg tinclak

pidana.  Dalau nre laksanakan penselo laannva.  pengclo la d in i la i  nre leb ih i

kapasitas kekuasaannl'a clan mengabaihan nilai-nilai vangharr-rs berdal,a-sllu-ra c'lan

berhasi I guna untnknten i n ghatlian pend apatan c-lesa.

Dalan-r Inelakukan pengelolaan atas Tanah Kas Desa terscbut diatas. danat

teriadi perbttatan melawan hukum. r 'aitu pengelolaan kehavaan desa clengan cafa-

cara \ral1g ticlak sebagaintattit diantanatkan oleh peratllfiur pcnrndang-unclangan

yang mengaibatkan t int ibr-r ln1, 'a kerugian keuangan desa.

Terkait detlgalt aclanva t iudaltan nrelarvan hultur-n dalarl melakukan

pengelolaan'l-atrah Kas Dcsa sebagainrana cl inraksucl cl iatas. patutlah untuk

diketahLri merlgenai beberapa pengcrt ian perbuatan r-nclanan hukum clalan-r

Hukurtr Pidana.

Di clalanl ketctrtt tatt piclana baik yang diatul di clalam KLll lP nl i , lLrpLur di luar

KUIIP. yang kerap diterlr-rkan dalam bcberapa rLn.nusan delik adalah

wedderechtel i ikheid (melarvan hukum). misalnl 'a di clalam KUHP dialtaranya

ketentuat l  Pasal  167 KLJFIP:ntcnrasuki  rLr r lah t inggal  secafa nre lau,an hukunr .

Pasal 198 KUHP : ntetttbuat karar-r-r sebLralr hapal secara melawal hul<Lrnr. pasal
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333 KUI{P : secara melawan hukum memmpas kebebasan orang lain, pasal 335

KUI{P : secara melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu, Pasal 362

KUF{P : mengambil dengan tujuan mernilikinya sendiri secara melawan hukurn,

Pasal 327 KUIIP : menggelapkan barang orang lain secara melawan hukum

dengan maksud memilikinya sendiri, Pasal 378 KUIIP : menipu orang lain dengan

tujuan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri, pasal 406 KUHp :

secara melawan hukum merusak barang orang lain, pasal 429 KUHP : secara

melawan hukum memasuki halaman/rumah orang lain oleh pejabat.a Selain diatur

didalam KUFIP, rumusan wederrechtettjk juga diatur diluar KUI{P. Misalnya

pengaturan rumusan wederrechtelijk didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendii atau orang lain

atau suatu korporasi; dan Pasal 4l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : secara melawan hukum dengan sengaja

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran darlatau perusakan

lingkungan hidup. Moeljatno juga memberikan pandangan bahwasannya dalam

hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat

melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam

dengan pidana.s Selain itu pula, sejumlah pakar hukum pidana seprti Zevenberg,

simon, van Hamel, tidak saja menuntut dimasukkannya ker.rampuan

a Jan Remmelin\-fltdrn t Piianq, Komentar atas Possl-Pasal dsri Kitab Undattg-{hu{ang
Hukum Pidsn Bektnda dst Padananrrya dslom Kitab {htlang-(hxJatry Hukum pitlsw iltlonesia,
PT. Cramedia Pustaka Utam4 Jakarta" 2003, h. lg6-1g7.5 Moeljatno, Asqs-Axrs Hukum pidarna,Rineka Cipta, Jakartq 1993
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bertanggungiawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsw konstitutif

tindak pidana.6

Jan Remmelink memberikan pemahaman, bahwasannya pembuat undang-

undang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau

kewenangan mereka sejalan dengan hukum (yang berlaku) tidak serta terancam

penjatuhan sanksi pidana.T Ditegaskan pula, salah satu alasan pembuat undang-

undang dibidang hukum pidana kerap lebih memilih istilah wetlerrechtelijk. OIeh

karena ihwalnya kerapkali berkenaan dengan tindakan a-sosial agresif(pencurian,

penggelapan, perusakan, dan penipuan). Dalam hal ini siapa yang bertindak diluar

kewenangan suddr tentu bertindak bertentan gan (weder: tegen)dengan hukum.s

Pengertian "melawan hukum" itu sendiri bermacam-macam. Ada yang

mengartikan sebagai "tanp hak sendiri" (Ztnder eigen recht), bertentangan

dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), "bertentangan dengan hukum

objektif' (tegen het abjeetieve recht).e pompe membedakan melawan hukum

dalam 2 (dua) bentulg yakni melawan hukum formil dan materiil. Menurut

Pompe, melawan hukum (wederrechtetijk) jadi bertentangan dengan hukum,

bukan bertentangan dengan undang-undang. selain itu, pompe mema;dang

"melawan hukum" sebagai yang dimaksud dengan melawan hukum materiil.l'

Melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila

suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah

u Jan Remm elinlt Op.cit.. h. l9l7 Jan Remmelink, op.cit" h. 187, lihat juga Memorie wn Toerichting(MvT).& op.cit.

l,o:gi !{amzah. Asss-Aw-r Hukurn pidsna,Rineka cipt4 Jakarta" r994, h. I3r-r32.
. "' Ibi'l' h I 3 2- I 33. Lihat juga W.P.J. Pornpe. Hondicxk van het Ned. Strafrecht, Zv'olle .

W.E.J. ljeenkWiltintq 1959. h. 8-9.
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melawan hukum secara formil. berlainan dengan pompe, Vost yang menganut

pendirian yang materiil berpendapat bahwa memformulir perbuatan yang benifat

melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Pada

intinya, perbuatan melawan hukum materiil dipandang dari segi hukum tidak

tertulis atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Simons

sebagai penganut pendirian formil berpendapat, bahwa untuk dapat dipidana

perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet.rt simons juga

memberikan pendapat terhadap sifat melawan hukum materiil tidak dapat

diterima. Oleh karena tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik

dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang

demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum positif

sendiri.

Pemahaman sifat melawan hukum ini dinilai penting, oleh karena di

Indonesia terdapat berbagai pengaturan perbuatan-perbuatan pidana yang diatur

diluar KUHP. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut acapkali diduga sebagai

perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam memantabkan pemahaman sifat melawan

hukum tersebut, Moeljatno memberikan pemahaman atas perbuatan melawan

hukum materiil dengan perbuatan melawan hukum formil, bahwasannya

peraturan-peratwan hukum pidana di Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam

Kitab undang-undang Hukum pidana dan lain-lain peraturan perundang-

undangarq maka pandangan tentang hukum dan sifat melwan hukum materiil

hanya mempunyai arti dalam memprerkecualikan perbuatan yang meskipun masuk

37
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dalam penrmusan undang-undang itu dan tidak merupakan perbuatan pidana.

Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang

materiil.r2

Melawan hukurn materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya

kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar.

Selain ih1 melawan hukum sering merupakan bagian inti (bestanddeef) delik,

artinya tersebut secara jelas di dalam nrmusan delik. Oleh karena, didalam hukum

pidana, unsur "melawan hukum" dibatasi daya berlakunya oleh "Asas Legalitas"

(Pasal I KUI{P).r3 Disamping itu, melawan hukum hanya unsur (element} atau

Hazewinkel - Suringa menyebut ciir (kenmerk), maka tidak perlu dibuktikan

dalam dakwaan" dan tidak perlu dibuktikan. Dipandang unsur melawan hukum

ada, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum.

Putusannya ialah leps dari segala tuntutan hukum.la Sebagai percontohan dapat

dirujuk dalam perkara korupsi pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor :42KlKrll965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Mahfus

Effendi, bahwa "sttettt tirulnksn pada umumnya tlapat hilang sifarnya sebagai

melawan huhm bukan hanya berdasarkan aset,t-asas keadilan atau berdasarkan

(Lsas-cLcas hukum yang tidak tertulis dan ber.sifut umum,,. Selain itu pula,

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tersebut, berpendapat

bahrva meskipun telah dipenuhinya semua unsur perumusan delik, perbuatan yang

telah dituduhkan itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena perlindungan

!2 Moeljatno, Op.cit.,h. 133.
" Nrrr Basuki ll{irrarno, pemhuktiar Lltrur perrytaluhgtrnaan l{e*,encutg dqlum TitrJukI'i<lumrKorulxr,_Lokakarya Hukum Adminisrrasidan Korupsi. i;;;;r, 2008, h. 3.'- Andi Hamzah, Op.cit., h. l .}l
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kepentingan umum dalam penrmusan delik tidak dilanggar, yaitu negara tidak

dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan untung

dari perbuatannya itu.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Repbulik rndonesia Nomor .

81K/Iful1973, tanggal 16 Desember 1976, Mahkamah Agung republik Indonesia

telah menetapkan sebagai syarat tidak dapat dipidana, terutama karena perbuatan

itu bersifat adequat-sosial dan dengan demikian menguntungkan jika

dibandingkan dengan kerugian yang bertentangan dengan undang-undang. selain

itu pula disebutkan dalam putusan yang sama, ajaran melawan hukum materiil

tidak berakibat dapat dipidana jika semua unsur tidak dipenuhi, tetapi hanya

dengan persyaratan tertentu sampai tidak dipidana, meskipun semua unsur dari

perumusan delik terpenuhi. D. schafmeister dkk, memberikan rangkuman di

dalam bukunya Hukum Pidana, bahwa tidak ada sifat melawan hukum materiil,

kalau suafu perbuatan bertentangan secara hamah dengan undang-undang (sifat

melawan hukum formal), tetapi justru menguntungkan kepentingan hukum

hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rum'san delik yang

bersangkutan.15

Melawan hukum.yins merupakan bagran inti (bestandcer) derik, artinya

tersebut secara jelas di dalam rumusan delik. Terkadang hanya tersirat dalam

rumusan delilq artinya melawan hukum secara umum. Disini melarvan hukum

sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti (bestandeet) deliktu Sifat

melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis
t5 D' schafmeister, N. Keijzer, I1{r. E. PH. Sutorius , Huhtn pitlcaw,Editor penterjemah :J.E..sahetapy, Liberty, yoyakarta h ZS.' "  Andi  Hamzah,  Op.c i r  .  h .  133.
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unfuk dipidana. untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya

berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini

berarti : bertentangan dengan hukum, tidak adil.,t Dengan mengakui sifat

melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa

karena itu harus selalu dibuhikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum.

Disamping itu, konsekuensi dari pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan

hukum selalu menjadi unsur tiaptiap delik ialah jika unsur melawan hukum tidak

tersebut dalam rumusan delilq maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah

ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.lE

Pengertian maupun penjelasan mengenai unsur melawan hukum

sebagaimana yang dipandangkan oleh berbagai pakar hukum pidana tersebut

diatas' sangat berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama. pada prinsipnya

terdapat unsur melawan hukum secara materiil dan unsur melawan hukum formil,

Dalam unsur melawan hukum materiil diberikan pengertian terhadap unsur-unsur

melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum yang tidak

tertulis maupun tertulis, sedangkan dalam unsur melawan hukum secara formil

dituangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang. Disamping

itu, adanya unsur melawan hukum juga harus dibuktikan. pandangan demikian,

unsur melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan

dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. I e

jl 3, 11-n"eister, N. Keijzer, Mr. E. pf{. Sutorius , Op.cit.,h. 43.'" I l{oefjatno, Log.cit., h. I34.
" Jan Remmetin\ /.o.q,.cll., h 192
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Seperti yang telah diuraikan diawal paragraf bab ini, terdapat rangkaian

perbuatan dalam pengelolaan tanah kas desa yang berdampak timbulnya dugaan

perbuatan melawan hukum. oleh karena terdapat zin dalam melakukan

pengelolaan atas tanah lcas desa tersebut, sehingga terdapat perbuatan-perbuatan

tanpa hak (zonder recht) melakukan perbuatan hukum atas tanah kas desa tersebut

dengan cara bertindak bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 9 peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa, bahwasannya kekayaan desa dapat dimanfaatkan dengan cara :

a. sewa;

b. pinjampakai;

c. kedasama pemanfaatan, dan

d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

dan Pemerintah Desa selaku pihak yang memriki kewenangan untuk

mengelolanya dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepenfingan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang masyarakat desa. namurL

kewenangan tersebut dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya yang

diamanatkan oleh perafuran perundang-undangan tersebut, yakni dengan cara

melakukan pemanfaatan dengan bentuk pemindahtanganan dan tukar

menukar/tukar guling (ruistag). Padahal dapat diketahui melalui ketentuan pasal

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 200T tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa tersebut diatas, pemafaatan tanah kas desa dalam

bentuk tukar menukar/tukar guling (rusitag) tidak diatur tetapi sering terjadi

pengelolaan tanah kas desa dengan bentuk tukar menukar/tukar guling (ruistag).

4 l
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Selain itu pula, pemanfaatan tanah kas desa dengan bentuk pemindahtanganan

juga seringkali dilakukan

Sebagai contoh pengelolaan tanah kas desa dengan bentuk pemanfaatan

pemindahtanganan adalah kasus Pelepasan Tanah Kas Desa di Klaten,

Yogyakarta. Pada sekitar bulan desember z}}3,Pemerintah Desa Kuncerq Klaten,

Yogyakarta, melepas Tanah Kas Desa di tepi Jalan yogyakarta _ solo seluas

54'147 m2' Tanah kas desa tersebut dipindahtangankan kepada dua orang warga

Desa Kuncen, Klaten, yogyakartia, dengan harga Rp. 4.100.000.000,00. uang

tersebut, baru Rp. 525.000.000,00 yang telah masuk kedalam Kas Desa Kuncerq

sedangkan sisanya Rp. 3.575.000.000,00 belum diserahkan kepada pemerintah

Desa Kuncen. Terdapat suatu peristiwa hukum dalam perbuatan hukum yang telah

dilakukan Pemerintah Desa Kuncen dengan warga yang membeli tanah kas desa

tersebut, yakni warga yang telah membeli tersebut telah membuat surat pelunasan

atas pembelian sebelum sisa uang dilunasi. Disatu sisi, dua orang warga tersebut

telah berhasil mer{ual kembali atas tanah kas desa dengan harga Rp.

7.000.000.000,00.

Kasus pelepasan tanah kas desa di daerah yogyakarta, juga te{adi di Desa

Pendowohado, sleman, yogyakarta. pemerintah Desa Krandon pendowoharjo,

Sleman, Yogyakarta, melepas (menjual) Tanah Kas Desa Krandon pendewoharjo,

Sleman, Yogyakarta, kepada pr. sport Golf Indonesia seluas l l.l07 m2 dengan

harga Rp. 1.100.000.000,00. uang tersebut dimasukkan ke rekening pribadi

Kepala Desa Krandon pendervoharjo, sleman, yogyakarta, sebelum digunakan

untuk membeli tanah pngganti dan kemudian hanya disetorkan ke Kas Desa
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Krandon Pendewoharjo, Sleman, yogyakarta, sebesar Rp. g00.000.000,00. untuk

sisanya tidak dapat dipastikan peruntukannya.

Dua contoh kasus tersebut di atas, memberikan gambaran bahwasannya

pengelolaan tanah kas desa tidak dijadikan sebagai pengelolaan yang bertujuan

berdayaguna dan berhasilguna. Tidakan Pemerintah Desa Kuncen, Klaten, dan

Pemerintah Desa Krandon pendewoharjo, sreman yogyakarta, dapat

dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan tanah kas desa yang memiliki sifat

melawan hukum dengan cara menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Oleh

karena, dalam melakukan pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan asas

fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas darl

kepastian nilai. Disatu sisi, pemindahtanganan maupun tukar menukar/tukar

guling (ruislag) bukan merupakan bentuk pemanfaatan kekayaan desa yang salah

satunya adalah tanah kas desa. Walaupun pemerintah desa diberi kekuasaan untuk

melakukan pengelolaan kekayaan desa, tetapi kekuasaan tersebut tidak dapat

disalahgunakan, yakni dengan cara menjual tanah kas desa kepada pihak lain

meskipun mendapat kompensasi. Disamping itrl kompensasi yang telah diberikan

atas penjualan tanah kas desa harus disetorkan ke Kas Desa.

2. Parameter Perbuatan Merawan Hukum Dalam Tindak pidana Korupsi

Terkait llengan pengelolaan Tanah Kas Desa.

Pengelolaan kekayaan desa yang terkait dengan tanah kas desa, acapkali

menimbulkan dampak yang diduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam

melakukan pengelolaan" Untuk terlebih dahulu, dapat dipahami parameter sifat

melhrvan hukum yang terkandung dalam tindak pidana korupsi.
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Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) dalamtindak pidana korupsi diatur

di dalam ketentuan pasal 2 undang-undang Nomor 3r Tahun 1999 tentang

Pernberantasan Tindak pidana Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3r rahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. undang_

undang Nomor 20 Tahun 200r tentang perubahan Atas undang-undang Nomor

3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan

hukum dirumuskan sebagai berikut ; "....secera merawan hukum merakukan

perbuotan memperkaya diri sendiri atqu orang lain atsu suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara..-.',. Dalam penjelasan undang_undang

dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ..secara melawan hukum,, adalah

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau nonna-nonna kehidupan sosial dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan atas unsur "melalan hukum" tersebut diatas, menimbulkan

banyak interpretasi dalam menentukan suatu prbuatan pidana adarah dapat

dikategorii-an sebagai bentuk tindak pidana korupsi. unsur melawan hukum

dipandang dalam dua sifat, yakni melarvan hukum secara formil dan melawan

hukum secara materiil. Sifat melarvan hukum secara materiil dalam pasal 2

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana

44

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana

Korupsi, menuai banyak interpretasi didalam penerapan hukumnya. Oleh karena

tolok ukur atau parameter untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

korupsi adalah "nilai kepatutan dan keadilan masyarakat-. Apabila dikaitkan

dengan dua contoh kasus pengelolaan tanah kas desa tersebut diatas, pastinya

tidak terdapat keterbukaan dan masyarakat dirugikan dalam melaksanakan

pengelolaan tanah kas desa, maka didasarkan sifat melawan hukum materiil dapat

dinyatakan diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam melakukan pengelolaan

tanah kas desa. Pandangan demikian, tidakldl semudah apa yang dikategorikan

dalam undang-undang. terdapat param€ter yang harus dijadikan tolok ukur, yakni

adanya kerugian keuangan negara.

Nilai kepatutan dan nilai keadilan masyarakat, yang menjadi tolok ukur

dalam menentukan ada atau tidak ada suatu perbuatan melawan yang mengarah

pada tindak pidana korupsi, seringkali tidak dapat dipertanggungiawabkan dalam

praktek dipenadilan. Batasan-batasan nilai kepatutan dan nilai keadilan masyarakat

adalch sangat luas dan bergantung pada interpretasi setiap aparat penegak hukum,

khususnya Jaksa selaku penuntut umum, Hakim seraku pengadil dan pemutus

perkara, dan Advokat selaku penasehat Hukum yang membela kepentingan

hukum Terdalc,"a selaku Kliennya. Atas dasar hal tersebutlatg dimohonkan uji

materiil atas Pasal 2 beserta penjelasannya pasal 2 undang-undang Nomor 3l

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. undang_undang

Nomor 20 Tahun 200r tentang perubarran Atas undang-undang Nomor 3r rahun
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ke Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia mernutus permohonan uji materiil tersebut yang telah

dituangkan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :

003/PUU-IV/2006.

Dalam memutus permohonan uji materiil atas Pasal 2 beserta Penjelasannya

tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia memberikan

pertimbangan hukumnya, bahwa "unsur melawan hukum (wecleneehtelijkheidj,,

sebagaimana yang tertuang didalam penjelasan kalimat pertama Penjelasan pasal

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tatrun 2001 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomr 3I Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana

Korupsi, perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam.

h/fusih mengutip putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, bunyr

penjelasan Pasal 2 ayat (l) undang-undang Nomr 3l rahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 teneng Perubahan atas undang-undang Nomr 3r rahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pandangan bahwa meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara

formil, yaitu dalam pe.rgertian yang bersifat onwetmatig. Apabila menurut ukuran

yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norrna sosial yang memandang satu

perbuatan tercela menurut nolrna sosial tersebut, dimana perbuatan tersebut

dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut
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dalam hubungan orang-perorangan dalam masyarakat maka dipandang bahwa

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrectetijk).

Tolok ukur yang dipergunakan adalah hukum atau peraturan tidak tertulis.

Rasa keadilan(reehtsgevoel),nonna kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral

yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan

tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat

secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan

hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan

telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang

tidak tertulis dalam undang-undang secam formal untuk menentukan perbuatan

yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kul{Perdata) yang dikenal dalam huk-um

perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaarl), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran

melawan hukum dalam hukum pidana (wetlenechtetykheid). oleh karena itu, apa

yang patut dan memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam

masyarakat, yazg berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan

mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang

melawan hukum, di daerah lain bukan merupakan perbuatan yang merawan

hukum.

Atas dasar hal tersebut diatas, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia

dalam Putusan Nomor : 003/puu-Iv/2006 memberi pertimbangan hukum,

bahrvasannya suatu tindak pidana memiliki uns'r melawan hukum, yang harus
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secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau

akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga

karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine

Iege stricta' Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele

wederrechtel ijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan

secermat dan serinci mungkin merupakan syarat unhrk menjamin kepastian

hukum (lex certa)atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot.za

Konsep melawan hukum materiil (mat er ie le w ederrec ht e t ij k), yangmeruj uk

pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan

yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupa.kan

ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari sahr lingkungan masyarakat

tertentu ke lingkungan masyarakat tainny4 sehingga apa yang melawan hukum di

satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah

dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan

masyarakat setempat.

Selain uraian yang telah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia tersebut diatas, nilai kepatutan ,,maatschappelijke

zorgvuldigheid'yangditarik dari prinsip "materiele wederrechtetijkheid, tidakldl

identik dengan "behoorlij? dalam kaitannya dengan argemene beginselen van

behoorliik be.sluur.2l Dalam praktek peradilan, asas kepatutan digunakan sebagai

20 Jan Remmclinlq tqg.c.it, h. 35g.2r Philqrus tW. U"Oion et.al., peng;utrtar Huhnt
University Press, yogyakarta, 1993. t . tZZ-1.2q

Administntsi lttdotrcsiq, Gajah Mada
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paftrmeter untuk menilai penyalahgunaan wewenang dalam kategori bebas.22

Parameter Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi, parameter bertentangan

dengan "peraturan perundang-undangan" yang dipakai untuk mengukur/menilai

suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, kembali pada persoalan semula :

apakah rumusan tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas ?23

unsur "melawan hukum" merupakan instrumen dalam tindak pidana

korupsi. Parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada atau tidaknya unsur

"melawan hukum" adalah peraturan perundang-undangan.zn selain itq perbuatan

"melawan hukum" mempunyai implikasi tindak pidana korupsi, jika ada kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara.2s

Dengan didasarkan pada putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia

Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 dan pandangan-pandangan

para yuris tersebut diatas, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat (l) Undang-Undang Nomor 3l

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 3l rahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah perbuatan melawan

hukum secara formil (formiel wederrechtelykheiel). Sifat melawan hukumnya

didasarkan dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Tidak lagi dengan tolok ukur nilai kepatutan dan keadilan masyarakat. Oleh

tt Nu, Basuki Ivlilarnq, Petvalahgtnaan Wev'enang balam pengelolaatr Keucargan
naerall,Yyt{-Bcrimplikasi I'indak Pidsna Konpsi,Ringkasan disertasi, Surabaya 2006, h. 6g.'

"  Ib id .h .6g .
, 'o lbid.

L'  Ibid-h.69.
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karena tidak menjamin suatu kepastian hukum (lex certc). Disamping itu, sifat

melawan hukum tersebut juga harus memperhatikan ada atau tidak adanya

kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melarvan hukum

tersebut.

Terkait dengan pengelolaan tanah kas desa yang menjadi titik permasalahan

dalam penulisan ini, rangkaian tindakan dalam pengelolaan dapat dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi,

dalam rangkaian pengelolaan harus memenuhi unsur-unsur yang bertentangan

dengan undang-undang- Disatu sisi, pengaturan tentang pengelolaan kekayaan

desa dalam hal ini adalah tanah kas desa, diatur lebih lanjut dalam peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan

Kekayaan Desa. Diatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan maupun perolehan

kekayaan desa' Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memiliki ketentuan yang

benifat mengatur atas pengelolaan kekayaan desa. Oleh karena itu, norma-norma

yang diatur didalamnya adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

adalah menganut sifat melawan hukum secaia formil, yang artinya perbuatan yang

dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan unhrk dapat dipidananya

pelaku digunakan asas legalitas. Apabila terdapat penyimpangan dalam

pengelolan kekayaan desa tersebut, peraturan menteri dalam negeri tersebut tidak

dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut secara pidana bilamana mengacu

pada sifat melawan hukum secara formil sebagaimana yang terkandung didalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang pernberantasan
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Tindak Pidana Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Rangkaian perbuatan yang seringkali dilakukan oleh pelaku delik dalam

melakukan pengelolaan kekayaan desa yang dalam hal ini adalah tan* kas des4

adalah dengan cara melakukan tukar-menukar I tukar guling (ruistag). peraturan

perundang-undangan secara khusus dalam pengelolaan kekayaan desa adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai

tata cara pengelolaan terhadap kekayaan desa. Bentuk pengelolaan kekayaan desa

dengan cara tukar menukar / tukar guling (ruistag) sebagaimana dimaksud tidak

diatw dan bukan termasuk bentuk pengelolaan kekayaan desa sebagaimana yang

dimaksud didalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Disatu sisi, perbuatan

pengelolaan tanah kas desa dengan cara tukar menukar / tukar guling (rui.ttag)

tersebut, dilakukan ses'ni dengan prosedur, yakni daram hal seberum melakukan

tukar menukar I tukar gulin g (rusilag) atas tanah kas desa, pemerintah desa

(kepala desa) mengajukan persetujuan kepada Badan permusyawaratan Desa

terlebih dahulu. Setelah mendapatkan persetujuan dari Badan permusyawaratan

Desa, kemudian meminta persetujuan kepada pemerintah dacrah. perlu diketahui,

prosedur tukar menukar / tukar gurin g (rusitag) atas tanah kas desa didalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa, tidak diatur dan hanya bentuk pengelolaan kekayaan
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desa dengan cara pemanfaaan yang diharuskan mendapat persetujuan dari badan

permusyawatan desa. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan

dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lairq kecuali diperlukan untuk

kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut, dilakukan

setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa

dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual objek pajak (NJop).

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain

yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah

desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan setelah

mendapat persetujuan dari BPD dan mendapat izin secara tertulis daru

Bupati/lValikota dan Gubernur. Hal tersebut dapat dicermati di dalam ketentuan

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa.

Disamping itu, di berbagai daerah juga sangat minim diaturnya peraturan

daerah terhadap pengelolaan kekayaan desa, tetapi hanya mengatur peraturan

daerah tentang pendapatan desa. Peraturan daerah tentang pendapatan desa inilah

yang seringkali juga dijadikan sebagai landasan dalam menuniut pidana pelaku

delik yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan tanah kas

desa yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Dengan dasar terdapat kerugian

keuangan desa yangjuga dikategorikan sebagai keuangan negara yang didasarkan

pada peraturan daerah tentang pendapatan desa tersebut.

Atas rangkaian prbuatan-perbuatan tersebut diatas, perbutan melawan

hukurn secara formil yang ditujukan terhadap pelaku pengelolaan tanah kas desa
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adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan daerah yang mengatur

mengenai pendapatan desa. Padahal tidaklah demikian, tidaklah semua perbuatan

dalam pengelolaan tanah kas desa yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi

adalah perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pasal 2 ayat (l) undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh

karena tanah kas desa merupakan kekayaan asli desa baik secara turun temurun

maupun yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan lainnya yang sah. Disamping itu, pemerintahan desa adatah

penyelenggaraan un$an pemerintah oleh pemerintah desa dan badan

pemusyawaratan desa dalam mengafur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempt yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

sedangkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang unfuk mengatur dan mengurus. Seluruh kekayaan desa

yang meliputi jenis-jenis kekayaan desa dibawah ini :

a. Tanahkas desq

b. Pasardesa;

c. Pasarhewan;

d. Tambatan perahu;

e. Bangunandesa;

f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
g. Lain-lain kekayaan milik Desa
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Lainlain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud dalam huruf g tersebut

antara lain :

Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBDesa/Daerah;

Barang yang berasal dari perolehan lainnya danlatau lembaga dari pihak

ketiga;

Barang yang diperoleh dari hiballsumbangan atau yang sejenis;

Barang yang diperoleh sebgai pelaksanaan dari pe{anjian/kontrak dan

lain-lain sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hak Desa dari Dana Perimbangan, pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Hibah dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, pemerintatr Kabupaten/I(ota;

Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan

Flasil kerjasama desa.

Jenis kekayaan desa tersebut diatas menjadi milik desa yang dibuktikan dengan

dokumen kepemilikian yang sah atas nama desa.

Problematika yang terjadi adalah terjadi percampuran dalam pengelolaan

serta proses pemanfaatan atas tanah kas desa yang secara turun temurun tersebut.

Salah satu contoh yang terjadi adalah terdapatnya tanah kas desa secara iurun

temurun yang dilakukan pemanfaatan secara tukar menukar I tukar guling

(ruislag) antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota atau dengan

pihak BUMN, BUMD, Swasta, atau pihak Ketiga. untuk pemanfaatan tanah demi

kepentingan utnum, pemerintah kabupaten/kota melakuhan proses fukar menukar

/ hrkar guling (ruislag) antara tanah kas desa turun-temurun dengan tanah yang

diganti dan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemberian sejumlah

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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uang unfuk membeli tanah pengganti atas tanah kas desa turun temurun tersebut.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 15 Perafuran Menteri Dalarn Negeri Nomor

4 Tahun 200 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Des4 hal tersebut

diperbolehkan. Asalkan dilakukan pelepasan yang diperlukan demi kepentingan

umum. Terhadap pemberian uang pengganti untuk pernbelian tanah pengganti

tanah kas desa turun temurun tersebut adalah terdapat penggunaan keuangan

daerah. tful demikianlah yang dalam praktik di persidangan, majelis hakim

kerapkali memutus telah tedadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

kerugian keuangan negan.

Terhadap hal tersebut diatas, apabila keuangan daerah telah digunakan

sebagai bentuk pemanfaatan maupun dalam rangka memberikan pengganti atas

pelaksanaan tukar menukar / tukar guling (ruislag)tanah kas desa, malca apabila

terjadi perbuatan penyimpangan atas penggunaan keuangan tersebut dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pda tindak pidana korupsi.

oleh karena terdapat percampuran keuangan antara keuangan desa dengan

keuangan daerah. Apabila keuangan yang diperoleh atas pemanfaatan tanah kas

desa yang dilakukan mumi dengan pihak non pemerintah, merupakan murni

pngelolaan keuangan desa dan bilamana terjadi penyimpangan bukan termasuk

perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, tetapi perbuatan

melarvan hukum dalam tindak pidana umum (penipuan, penggelapan, penggelaan

dalam jabatan).
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3. Analisa Beberapa Kasus perbuatan Merawan Hukum daram

Pengelolaan Tanah Kas Desa yang Berimptikasi rindak pidana

Korupsi.

a. Kasus Pengeroraan Tanah Kas Desa oleh Kepara Desa sumberejo,

Kecamatan Kariwungu, Kabupaten Kendar (putusan Mahkamah

Agung Republik lndonesia Nomor : ll05tVpid/2004).

Kasus Posisi :

Terdakwa ACITMAD YULIANTO bin ACHMADOEN, dalam

kedudukannya seraku Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungq

Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati

Kendal No, 141136 6glgg tanggal 29 Maret 1999, pada hari dan tanggal yang

sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi dalam waktu

antara tahun 2001 sampai dengan tahun 20a2" bertempat di Balai Desa

sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidak_

tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili

Pengadilan Negeri Kendal, secara melawan hukum, telah melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

atau setidak-tidaknya sebesar sekitar jumlah itu perbuatan tersebut

merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang

sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan

terjadinya beberapa kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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Bahwa Terdakwa berdasarkan wewenang dan tanggungjawabnya selaku
Kepala Desa sumberelo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,
pada tahun 20a1, setelah berkenaran dengan ARI wlBowo pemilik
tanah tambak di Desa Wonorejo seluas t Z,g Ha, berkeinginan untuk
menukarkannya dengan tanah bengkok seluas * 2 Ha dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa ;

Bahwa setelah maksud Terdakwa tersebut disepakati oleh ARI
wlBowo, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan persetujuan
fukar menukar tanah bengkok dengan tanah tambak milik Ari wibowo
tersebut kepada BpD sumberejo, dengan surat No. r4l0glxu200r
tanggal20 November 2001 ,

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2001, BpD Sumberejo memberikan
persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh Terdakw4 dengan
Keputusan BPD Nomor : 08 Tahun 2001 tanggal 22 Nopember 2001,
tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Bengkok Desa sumberejo
dengan tanah tambak milik Ari wibowo di desa sumberejo;

Bahwa pada tanggal 26 November 2001, Terdakwa membuat surat
Keputusan Kepala Desa Nomor : l40.l0lwzaal tanggal 26 November
2001 tentang tukar menukar Tanah Bengkok dengan Tanah Tambak
Milik Ari Wibowo ;

Bahwa pada tanggal 26 November 2001 rerdakwa mengajukan surat
Nomor : 140/a9/2a01 kepada Bupati Kendal untuk memperoleh izin
tukar menukar tanah bengkok Desa sumberejo, dengan tanah tambak
milik Ari Wibowo dengan surat tanggal ;

Bahrva setelah mendapatkan pertimbangan dari rim penaksir Kabupaten
Kendal, Bupati Kendal mengeluarkan surat Nomor : 14014360/pemdes
tanggal 6 Desember 2001 tentang pernberian izin tukar menukar tanah
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bengkok desa sumberejo seluas *.2 Ha dengan tanah tambak milik Ari

Wibowo seluas +2,9 Ha,di desa Wonorejo ;

Bahwa di dalam surat Bupati Kendal a quo, tidak dicantumkan adanya

bantuan biaya administrasi yang harus diberikan oleh pemilik tambak

kepada Terdakwa. Namun, Terdakwa telah meminta bantuan administrasi

kepada Ari wibowo untuk desa Sumberejo yang semula sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi yang disetujui oleh Ari
wibowo hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima jura rupiah)

dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan menerima uang tersebut pada

tanggal 12 Desember 2001 dengan bukti kwitansi ;

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2000
tentang Sumber Pendapatan Desa, dinyatakan bahwa pengelolaan

keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan/Bendaharawan Desa dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000 yang

menyatakan bahwa sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, uang sejumlah Rp. 25.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, tidak dimasukkan ke dalam Kas
Desa dan tidak dimasukkan ke dalam Buku Kas urnum Desa Sumberejo
yang dipegang oleh Kaur Keuangan Bendahara Desa, serta tanpa melalui
APBDes, melainkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung dibagi-
bagikan kepada:

1. Tim Penaksir Kabupaten sebesar Rp. 14.000.000,00

2. Honor Anggota BPD dan operasional BpD Rp. 32.000.000,00

3. Kesejalrtefturn Perangkat Desa Rp. 20.000.000,00

4. Pembangunan Dukuh Gambilangu Rp. 2.g00.000,00
5. Untuk kepentingan Terdakwa sendiri Rp. 1.200.000.00

Jumlah . Rp 75.000,000,00
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Bahwa kemudian pada bulan Februari 2002, Terdakwa kembali telah
menawarkan tanah bengkok Desa Sumberejo yang lain seluas r 6,3 Ha
untuk dijual kepada orang lain melalui makelar tanah bemama
Munandar, yang selanjutnya memberitahukan kepada Basuki Budi
Hartono yang berminat untuk membeli tanah bengkok Desa sumberejo
tersebut;

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Terdakwa mendatangi
Basuki Budi Hartono di Jalan Dr. cipto No. 2g6 Semarang, untuk
menawarkan tanah bengkok dengan hargaRp. 26.000,- (dua puluh enam
ribu rupiah) per m2 dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati
dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per m2,
sehingga harga seluruhnya Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus
juta rupiah);

Bahwa setelah disepakati harga keseluruhan tanah bengkok sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), beberapa hari
kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Basuki Budi Hartono dengan
maksud memberitahukan bahwa pda dasarnya jual beti tanah bengkok
desa dilarang yang diperbolehkan adalah tukar menukar dengan tanah
lainny4 sehingga untuk itu, Terdakwa menawarkan kepada Basuki Budi
Hartono, jika setuju uang dari Basuki Budi Hartono akan digunakan
untuk membeli tanah tambak terlebih dahulu dan setelah itu baru
ditukarkan dengan tanah bengkok dan atas usul tersebut Basuki Budi
Hartono menyetujuinya" tetapi pembayarannya akan dilakukan apabila
sudah ada izin dari Bupati Kendal;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2002, Terdakwa membuat surat kuasa yang
isinya seolah-olah Basuki Budi Hartono memberikan kuasa kepada
Terdakwa untuli mencairkan/membelikan tanah tambak di daerah
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan rneminta tanda tansan
dari Basuki Budi Hartono ;
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Bahwa untuk keperluan pembelian tambak tersebut, Terdakwa juga

mengurus pembuatan KTP Basuki Budi Hartono beserta keluarganya.

Pada bulan April 2002 Terdakwa mencari tambak di desa wonorejo dan

Mororejo, dan setelah mendapatkan lokasiny4 Terdakwa kemudian

melakukan transaksi dan pembayaran tanah tambak milik H. Zamsuri di
Desa wonorejo seharga Rp.680.400.000,- (enam ratus delapan puluh juta

empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 April za02 dan tambak milik
Januari dj Desa Mororejo seharga Rp. 225.504.000,- (dua ratus dua puluh

lima juta lima ratus empat ribu rupiah) pada tanggat zz Apnl 2002,

dengan dibuatkan masing-masing stnat pernyataan jual beli tanah tambak
yang ditandatangani oleh Kepala Desa wonorejo dan Mororejo sebagai
saksi ;

Bahwa pada tanggal I Mei 2002, Terdakwa mengajukan secara tertulis
permohonan persetujuan fukar menukar tanah bengkok desa Sumberejo
dengan tanah tambak yang seolah-olah sudah menjadi milik Basuki Budi
Hartono dan keluarganya seluas * 2,5 Ha yang terletak di desa wonorejo

dan Mororejo kepada BPD Sumberejo;

Bahwa atas permohonan tersebut, pada tanggal 13 Mei 2002 BpD
sumberejo memberikan persetujuannya dengan Berita Acara persetujuan

Tukar Menukar Tanah Bengkok dengan Tanah rambak milik Basuki
Budi Hartono dan keluarga serta Keputusan BpD Nomor l0 Tahun 2002
tanggal 13 Mei 2a02 mewajibkan bagi pemilik tambak untuk
memberikan kompensasi kepada Desa sumberejo sebesar Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa dengan adanya persetujuan dari BpD sumberejo tersebut,
Terdakwa membuat surat Keputusan Kepara Desa Nomor :
1491091v12002 tanggal 30 Mei 2002 yang diajukan kepada Bupati
Kendal untuk mendapat izin ;

60

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



Bahwa atas surat dari rerdakwa tersebut, Bupati Kendal mengeluarkan
surat Nomar : 140/4792lElPemdes tanggal 13 Juni 2002 yang berisi
memberikan izin untuk melakukan tukar menukar tanah bengkok desa
sumberejo dengan tanah tambak milik Basuki Budi Hartono dan
keluarganya di desa wonorejo dan Mororejo seluas * 2,5 Ha dengan
kompensasi untuk Desa Sumberejo sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupidr) dengan surat ;

Bahwa dengan dasar surat Izin dari Bupati Kendal tersebut, tanggal 14
Juni dan 6 November 20a2 Terdakwa telah menerima pembayuan harga
beli tanah bengkok sebagaimana yang telah disepakati dengan Basuki
Budi Hartono sebesar Rp. 1.430.000.000.- (satu milyar empat ratus tiga
puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,-

{tujuh puluh juta rupiah) oleh Basuki Budi Hartono akan dibayarkan
kepada Terdakwa apabila sertifikat tanah bengkok telah jadi ,

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2000
tentang sumber Pendapatan Desa yang dinyatakan bahwa pengelolaan

keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Bendahara Desa dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menyatakan bahwa
sumber pendapatan desa dikerora melarui Angaran pendapatan dan
Belanja Desa, namun seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa
dari Basuki Budi Hartono sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar
empat ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, tidak disetorkan ke Kas Desa
maupun dicatat dalam Buku Kas umum Desa surnberejo yang dikelola
oleh Kaur Keuangan Bendahara Desa sumberejo dan tanpa melalui
APBDes, melainkan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dibagi-
bagikan untuk keperluan :

l. Membayar tanah tambak milik H. Zamsuri Rp. 6g0.400.000,00
2. Menbayar tanah tarnbak milik Januari Rp. 225.504.000,00
3. Biaya saksi dan pologoro Rp. 1.j00-000,00
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Bahwa selain konpensasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam inn Bupati Kendal,
Terdakwa meminta lagi dana bantuan untuk desa sumberejo kepada
Basuki Budi Hartono sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dana kompensasi dan bantuan untuk desa sumberejo sebesar Rp.
387.500.000,- oleh Terdakwa juga tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa
maupun dicatat ke dalam Buku Kas umum Desa sumberejo yang
dikelola oleh Kaur KeuanganlBendahara Desa dan tanpa melalui
APBDes Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut untuk keperluan :
l. Pembangunan sarana dari prasarana 9 Dukuh Rp. 59.000.000,00
2. Pembangunan 13 Mushola Rp. 6.500.000,00
3' Pembangunan MasjidKlansen, Mlaten dan Jami Rp. 170.000,000,00
4. Pembangunan Pura Hindu Dukuh Suking Rp. 1.000.000,00
5. Pembangunan Madrasah Gambiran & Duwet Rp. 3.000.000,00

4. Biaya saksi dan pologoro

5. Kompensasi

6. Bantuan untuk desa Sumberejo

7. Untuk makelar (Munandar) sebesar

8. Untuk Terdakwa sendiri sebesar

Jumlah

6. Bantuan untuk TK Putro Utomo

7. Kas BPD Sumberejo

8. Honor 16 anggota BpD Sumberejo

13. Biaya sertifikat tambak an. pemdes

14. Tambahan biaya sertifikat tambak

Rp. 4.596.000,00

Rp. 300.000.000,00

Rp. 87.500.000,00

Rp. 65.000.000,00

Rp. 65.500.000.00

Rp. 1.430.000.000,00

9. Biaya operasional 4l pengurus RT & Rw Rp. 10.250.000,00
10. Kegiatan PKK, Karangtaruna, LKMD & Hansip Rp. 4.000.000,00
I l. Biaya operasional Panitia Tukar Menukar Kab. Rp 3l _250.000,00
12" Biaya operasional Panitia Tukar menukar Desa Rp. 2.700.000,00

Rp. 1.000.000,00

Rp. 2.000.000,00

Rp. 4.800.000,00

Rp 4.500.000,00

Rp. 15.500.000,00
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15. Pelunasan hutang proyek P3DT Th. 2000 Rp. i.900.000,00
16. Biaya operasional Rutin pemdes Rp. 11.100.000,00

17. Kesejahteraan perangkat desa Sumberejo Rp. 20.000.000,00
18. Titipan Basuki Budi F{artono untuk perijinan Rp. 35.000.000,00
19. sisa yang dikuasai Terdakwa Rp. 20.500.000.00

Jumlah Rp.387.500.000,00

Bahwa dari hasil tukar menukar tanah bengkok dengan tambak tersebut
Terdakwa secara pribadi telah memperoleh kekayaan sebesar Rp.
1.200.000,- + Rp.65.500.000,- + Rp.20.500.000,- : Rp.g7.200.000,-
(delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebu! Desa sumberejo,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal mengalami kerugian sebesar
Rp.75.000.000,- + Rp.387.500.000,- : Rp.462.500.000,_ (empat ratus
enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya
sejumlah sekitar itu :

Dakwaan Primair . .
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

dalam Pasal 2 ayat (l) jo. pasal lg UU No.3l rahun 1999 sebagaimana
telah di ubah dan dirambah dengan uu No.20 Tahun 2001 jo pasal 65
ayat (l) Kitab Undang-Undang Hukum pidana ;

Dakwaan Subsidair :
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan uu No.20 Tahun 200l jo pasal 65 ayat (l)
Kitab Undang- Undang Hulium pidana
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Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik rndonqia
Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan
hukum, melainkan hanya mendasarkan pada alasan-alasan pemohon kasasi
mengajukan kasasi;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon Kasasi tidak dapat
membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang
tidak murni, karena pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan
yang dapat ddadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak
murni dari putusan bebas tersebut ;

bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang
pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan
oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangny4 oleh
karena itu permohonan kasasi Jaksa/penuntut umum/pemohon Kasasi
berdasarkan pasal 244 undang-undang No.g tahun lgsl (KUHAP) harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : g0/pid.8ft003/pN.

Kdl., t*nggal23 Maret 2{X}4

MENGADTLI

l. Menyatakan bahwa Terdakwa Achmad yulianto bin Achmadoen tidak
terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun datam
dakwaan subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oreh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa daram kemampuan, kedudukan dan harkat

serta ma(abatnya;
4- Menetapkan surat-surat buki yang disita dalam perkara ini dikembarikan

kepada yang berhak ;
5. Menentukan biaya perkara ini dibebankan kepada negara.
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Amar Putusan Mahkamah Agung Repubrik rndonesia Nomor i
l1ASK/Plidlz(X}4 tanggat 15 pebru ari Z0A7

MENGADTLT

l. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut ;

2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara

Analisis

Dalam perkara tindak pidana korupsi atas pengelolaan tanah kas desa d.i

Desa sumberejo oleh Terdakwa Achmad yulianto bin Achmadoen diatas,

yang menjadi titik permasalahan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa

sumberejo, Kendal, adalah dilalarkannya tukar menukar / tukar guling

(ruislag) dalam pengelolaan tanah kas desa oleh Kepala Desa selaku kepala

Pemerintahan Desa yang diberi kebijakan untuk melakukan pengelolaan

atas kekayaan desa, yakni tanah kas desa.

Prosedur atau tzta cara yang dilakukan oleh kepala desa (terdakwa), adalah

melalui prosedur perizinan dalam ta6 cara pengelolaan kekayaan desa,

yakni tanah kas desa. sebelum melakukan tukar menukar / tukar guling

(ruislag) tanah kas desa milik Desa sumberejo, Kendal, dengan Basuki

Budi lrartono, terdakwa meminta persetujuan kepada BpD Desa

sumberejo, Kendal. setelah mendapat persetujuan dari BpD, terdakwa

mengajukan izin tukar meiukar / tukar guling (ruistag) kepada Bupati

Kendal. Permasalahan hukurn yang ditimbulkan atas pengelolaan tanah kas

desa oleh terdakwa tersebut, adalah pengelolaan keuangan yang telah

dilakukannya tukar menukar / tukar guling (ruislag).Inilah yang menjadi
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permasalahan hukum bagi Penuntut Umum untuk menindaklanjuti rtas

tindakan terdakwa yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau

perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi te{adinya tindak

pidana korupsi.

Dalam tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kendal memutus terdakwa

dengan putusan bebas murni. Kemudian penuntut Umum mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pertimbangan

hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pendapat

bahwa Pemohon Kasasi (Penuntut umum) tidak dapat memberikan alasan-

alasan bahwa putusan pengadilan Negeri Kendal Nomor :

80/Pid.Bl2003lPN. Kdl., tanggal 23 Maret 20a4 adalahputusan pembebasan

yang tidak murni. oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik lndonesia

menyatakan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan

terdakwa tetap dibebaskan.

Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai jwlex

juris ndak memberikan pendapat hukum dalam pertimbangan hukumnya

terkait dengan penerapan hukum dalarn memutus perkara a quo

sebagaimana yang tertuang didalam putusan pengadilan Negeri Kendal a

qzo. seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa kembali

penerapan hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim pengadilan

Negeri Kendal dalam memutus perkara a quo. Berdasarkan ketentuan pasal

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa, Kekayaan Desa yang berupa Tanah Desa tidali
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diperbolehkan untuk dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak

lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Meskipun dalam proses

tukar menukar / tukar guling (ruislag) telah mendapat persetujuan dari BpD

Desa sumberejo dan izin dari Bupati Kendal, tetap tukar menukar / tukar

guling (ruislag) tidak diperbolehkan. Terkecuali diperuntukkan demi

kepentingan umum. semestinya ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar

untuk membuat pendapat hukum dalam pertimbangan hukum Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

lembaga peradilan tertinggi, diharuskan menggali hukumnya apabila

terdapat penerapan hukum yang tidak sesuai telah dilakukan oleh

pengadilan negeri.

Selain itu, terdapat beberapa perbuatan hukum dalam pengelolaan kekayaan

desa khususnya yang terkait dengan tanah kas desa di berbagai Desa di

Indonesia yang pengelolaan secara melawan hukum darlatau

menyalahgunakan kewenangan diputus bersalah atau diputus bebas murni

seperti perkara a quo. Mengingat dalam pengelolaan tanah kas desa,

seringkali terdapat percampuran alokasi dana pengelolaannya yang berasal

dari pemerintah maupun dari ApBDesa atau dana perimbangan dari

Keuangan Pusat.

Dalam perkara a quo, tindakan terdakwa yang tidak memasukkan dana

kompensasi ke Kas Desa Sumberejo adalah tidak benar. Meskipun dana

kompensasi tersebut langsung dialokasikan melalui p€nggunaan dana secara

langsung ke nrasyarakat atau dararn bentuk pelayanan masyarakat. Apabila

67

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



tindakan tersebut terdapat penyimpangan, maka tidak dapat sertamerta

dikatakan sebagai bentuk tindak pidana korupsi dan keuangan neg:Ira

dikatakan rugi. Pada dasarnya, tanah kas desa tidak dapat dilakukan

pengelolaan secam tukar menukar i tukar guling (ruislag). Dalam peraturan

perundang-undangan terkait dengan Desa maupun pengelolaan kekayaan

desa, mengenai hal tersebut tidak diatur secara konkrit maupun jelas. Tetapi

hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang dinilai merugikan keuangan

desa. Oleh karena pendapatan asli desa salah satunya berasal dari hasil

kekayaan desa, khususnya tanah kas desa. Bukan berarti apabila terdapat

penyimpangan dalam penggunaan uang hasil tukar menukar / tukar guling

(ruislag), dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana korupsi.

seyogyanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan

pertimbangan hukumnya dan tidak hanya berpaku pada alasan-alasan

pemohon kasasi yang pada akhirnya Mahkamdr Agung Republik Indonesia

memberikan pendapt alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat diterima

dan terdakwa tetap dinyatakan bebas secara murni. Disamping itu juga,

Mahkamah Agung Republik Indonesia diharuskan mcngikuti perkembangan

perafuran perundang-undangan dalam memeriksa serta memufus prkara

yang diajukan kasasi. seperti halnya dalam perkara o quo, peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman iengelolaan

Kekayaan Desa ditetapkan tanggal 3 Januari 2007 dM Mahkamah Agung

Republik Indonesia memutus perkara a quo pada tanggal 15 pebruan2}a7.
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b. Kasus Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Ilesa

Banjarkemantren, Kabupaten sidoarjo (Putusan pengadilan Negeri

sidoarjo Nomor : 681/Pid.B/2007/PN.sda., tanggal l0 oktober 2ffi7).

Kasus Posisi

Terdakwa Iskandar selaku Kepala Desa Banjarkemantren, Kecamatan

Buduran, Kabupaten sidoa{o yang diangkat berdasarkan surat Keputusan

Bupati sidoarjo Nomor : 14/28.DS1404.1.1.1Da03, tanggal 26 september

2002 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Desa. sekitar bulan April Tahun

2003 hingga bulan Desember 2006, bertempat di Desa Banjarkemantren

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoa{o, telah melakukan beberapa

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suafu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, perbuatan mana ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai

perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima dan ganti rugi sebesar Rp.

2.u5-433.955,00 (dua milyar empat puluh lima juta empat ratus tiga
puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dari pemerintah

Kabupaten Sidoarjo melalui unit kerja baglan evaluasi dan pengendalian

pembangunan Kabupaten sidoarjo ganti rugi pembebasan tanah dan asset

Desa Banjarkemantren yang terkena proyek pembangunan jalan linglcar

timur:

Bahrva tanah dan asset desa

pembangunan jalan lingkar timur,

terkena pembebasan proyek

Tanah Kas Desa seluas 5.037

yang

yakni
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m2, bangunan, WC lJmum, bangunan Pos Kamling dan Gapura desa, dan

tanaman:

Bahwa untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.045.433.955,00 (dua

rnilyar empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

ratus lima puluh lima rupiah), terdakwa membuat Surat Keputusan

Kepala Desa Nomor : 2 Tahun 20A4 tentang Penggunaan Dana

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkenaan dengan adanya

proyek Jalan Lingkar Timur yang disetujui oleh Badan Permusyawarakn

Desa Banjarkematren sesuai dengan Surat Nomor : 7 Tahun 2004 tanggal

26 Nopember 2004;

Bahwa dalam pelaksanaaffiyir, hanya Rp. 1.894.400.000,00 (satu milyar

delapan ratus sernbilan puluh empat empat ratus juta rupiah). Terdapat

dana Rp. 151.033.955,00 (seratus lima puluh satu tiga puluh tiga juta

sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang tidak dimasukkan dalam

surat keputusan a quo, sedangkan Rp. 120.400.000,00 (seratus dua puluh

empat ratus juta rupiah) tidak dapat dipertanggungiawabkan secara jelas

dan sisanya Rp. 30.033.955,00 (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu

sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2005, terdakwa membuat Surat

Keputusan Nomor 4 Tahun 2005 yang terkait dengan tukar guling Tanah

Kas Desa Bajarkemantren di Desa Sidokepung dengan pr. chalidana

Dwi Mandiri setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan

Desa Banjarkemantren Nomor 4 Tahun 2005. selain itu, terdakwa

menerima dana kompensasi dari PT. chalidana Dwi Mandiri sebesar Rp.

342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah;

Bahwa bunga deposito dari dana ganti rugi proyek jalan lingkar timur

dan dana kompensasi dari PT. chalidana Dwi Mandiri yang disimpan di

BPR Dclta Artha sidoarjo telah dipindahbukukan ke rekening
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Pemerintah Desa Banjarkemantren dan ditarik secara tunai oleh terdakwa

setiap bulan, telah disalurkan seluruhnya ke Bendaharawan Desa:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara c.q. pemerintahan Desa

Banjarkemantren Kecamatian Buduran sidoarjo dirugikan sebesar Rp

573.394.9a0,00 ( lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan
puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Ilakwaan Primair

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (l) undang-Undang Nomor 3l rahun 1999 tentang Tindak pidana

Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 3l rahun 1999 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat(l) KUIIp;

Dakwaan Subsidair

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat
undang-undang Nomor 3l rahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 3l Tahun rggg tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dakwaan Primair: unsur "Melawan Hukum,'
- Pengertian secara melawan hukum telah dengan tegas dijelaskan dalam

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 3l rahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yakni

mencaliup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam
arti materiil, yalari meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan dan nonna-nonna kehidupan sosial
dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
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- Apakah perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa adalah bersifat
melawan hukum baik melawan hukum formil maupun melawan hukum
materiil, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

- Perbuatan terdakwa terhadap penggunaan dana ganti rugi pembangunan

Jalan Lingkar Timur sebesar Rp. 2.045.43i.955,00 yang tidak
dimasukkan dalam kas desa dan berdasarkan surat Keputusan Kepala
Desa Nomor 2 Tahun 2aa4, dilaporkan sebesar Rp. 1.994.400.000,00 dan
telah dilalcukannya tukar guling tanah kas desa Banjarkemantren

berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2005 dan
dilaporkan telah menerima dana kompensasi dana sebesar Rp.
342.000.000,00;

- Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten sidoa{o
Nomor 4 Tahun 2003 tentang sumber pendapatan Desa berasal dari
tanah kas desa, bahwa dikelola melalui ApBDesa;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, bahwa pengelolaan
keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh
Kepala Desa setelah mendapt persetujuan BpD. Namurl terdatflm tidak
melibatkan bendaharawan dalam mengelola keuangan hasil tukar suling
tanah kas desa;

- Dalam dakwaan primair, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan
melawan hukum, sedangkan dalam subsidair disebutkan
menyalahgunakan kekuasaan yang menurut majelis hakim bahwa
menyalahgunakan kekuasaan juga merupakan perbuatan melawan
hukum;

- Dari fakta-fakta dipersidangan perolehan dana partisipasi pembangunan

Jalan Lingkar Timur sudah sesuai prosedur dan tukar guling tanah kas
desa rvalaupun disetujui oleh Bupati, tetapi disetujui BpD Desa
Banjarkemantren dan jumlah dana yang diperoleh tidak ada
penyimpangan, naka majelis hakim sarnpai tahap ini belum melihat
adanya prbuatan melarvan hukum;
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- oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primair tidak
terpenuhi,maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur lainnya,
maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut
hukum.

Dakwaan Subsidair

"Dengan tujuan mengtmtungkan diri sentliri atau orong lain atau suatu
korporasi"

- Terdakwa telah melakukan tukar guling tanah kas desa Banjarkemanfien

di Desa sidokepung dengan pr. chalidana Dwi Mandiri dan menerima
dana kompensasi dari pr. chalidana Dwi Mandiri sebesar Rp.
342.000.000,00 dan atas penggunaan dana tersebut tidak sesuai dnesan
surat kepufusan desa;

- Bunga deposito dari dana ganti rugi proyek Jalan Lingkar Timur dan
dana kompensasi dari PT. chalidana Dwi Mandiri yang disimpan di BpR
Delta Artha sidoarjo telah dipindahbukukan ke rekening pemerintah

Desa Banjarkemantren, Buduran, sidoarjo, ditarik secara tunai oleh
terdakwa setiap bulan dan tidak sepenuhnya uang tersebut disetorkan
pada kas desa dan berdasarkan perhitungan BpKp terdapat anggaran
sebesar Rp. 352.033.359,00 tidak dapat dipertanggungiawabkan ;

"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang atla
padanya karena jabatan atau kedudukan,
- Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten sidoado

Nomor 4 Tahun zaai, bahwa sumber pendapatan desa dikelola melalui
APBDesa dan untuk pelaksanaan penggantian atau tukar menukar tanah
kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan
BPD sebagaimana tersebut dalam pasar 7 ayat (3), maka pelaksanaan
tukar guling tanah kas desa tersebut telah sesuai dengan tata cara dalam
Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2005;
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten sidoarjo Nomor l l rahun
2442, bahwa pengeluaran keuangan desa tidak dapat dibebankan pada

APBDesa dan Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan
pengeluaran atas beban APBDesa untuk keperluan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam APBdesa;

Dengan tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang telah digariskan
dalam APBDesa sebagaimana dalam surat Keputusan Desa Nomor 2
Tahun 2004 jo. surat Keputusan Desa Nomor 4 Tahun 2005, maka
perbuatan kepala desa tersebut melanggar kewenangan yang telah
diberikan oleh peraturan daerah;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, bahwa
pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara desa, tetapi terdakwa
dalam melakukan pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan

bendahara desa;

Atas perbuatan tersebut, unsur menyarahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sanna yang ada karena jabatannya atau kedudukannya
telah terbukti secara sah dan mevakinkan.

"Dapat merugikan keuangan negaro atau perkonomian negarcf,
- segala sesuatu dalam desa dijalankan oleh seorang kepala desa yang

merupakan unsur dari penyelenggara pemerintah desa yang merupakan
bagran dari sumber pendapatan desa;

- Keuangan desa juga sebagai keuangan negara, sebab pendapatan desa
sebagian mendapatkan dana dari pemerintah arti luas dan dalam perda
dapat diklasifkasikan sebagai pendapatan asli desa;

- Berdasarkan fal'1a dipersidangan telah terungkap :

1. Dana dari partisipasi pemerintah daerah sidoarjo untuk pembangunan
Jalan Lingkar Timur sebesar Rp. 352.033.359,00

2. selisish bunga deposito yang tidak disetorkan kepada kas desa Rp.
37.200.000.00
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Maka total dana yang tidak dapat dipertanggungiawabkan sebesar Rp.

389.233.359,00 adalah merugikan negara c.q. pemerintah Desa

Banj arkemantrerq Buduran, Sidoarjo.
- Dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara telah terbukf,i secara sah dan meyakinkan.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Siiloarjo Nomor :
681 fPid.Bl2{X}7/PN.Sda., tanggat I 0 Okrobe r 2A07

MENGADIL I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

didakwakan, dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atiau kedudukan dan merugikan keuangan negara
atau perkonomian negara;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang
pengganti sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua puluh lima jura rupiah)
dengan ketentuan, apabila dalam waklu 1 (satu) bulan setelah keputusan
hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar
uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakrva dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan;
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5. Menyatakan lamanya terdakwa dikhan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :
- Kwitansi-kwitansi yang disita dari terdakwa, agar dikembalikan

kepada Pemerintah Desa Banj arkemantrerq Budurarq Sidoa{ o;
- sebidang tanah di Desa Banjarkemantren, Buduran, sidoarjo, tetap

dalam status sita guna jaminan uang pengganti kerugian kepada Desa

Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo;
- Kwitansi-kwitansi yang disita dari pemerintah Kabupaten sidoarjo,

agar dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Dan barang bukti yang lainnya, agar dikembalikan pada siempunya;

8- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Analisis

Dalam perkara korupsi atas pengelolaan tanah kas desa di Desa

Banjarkemantren yang dilakukan oleh Kepala Desa Banjarkemantren,

sidoarjo tersebut, yang menjadi inti permasalahan adalah penyimpangan

terhadap pengelolaan keuangan yang diperoleh atas proses tukar menukar

tanah kas desa dengan pemerintah daerah c.q. pemerintah Kabupaten

sidoado yang diperuntukkan sebagai lahan Jalan Lingkar Timur (JLT)

sidoarjo. Tanah kas desa tersebut diberikan uang pengganti sebesar Rp.

2.445.433.955,00 (dua millar empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh

tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan juga melakukan tukar

menukar / tukar guling (ruislag) tanah ka^s desa berupa tanah sarvah seluas

20.000 m2 (2 Ha) yang terletak di desa sidokepung, Buduran, Sidoarjo,
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dengan PT. ch*lidana Dwi Mandiri yang memberikan tanah pengganti

tanah kas desa berupa tanah sawah seluas 3 Ha yang terletak di desa

Lambangan, wonoa)ru, sidoarjo, dan disertai dana kompensasi sebesar Rp.

342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pada saat terjadinya peristiwa hukum terhadap proses tukar menukar I tukar

guling (ru,rilag) tanah kas desa yang melibatkan Desa Banjarkemantren

Buduran, sidoarjo, tersebut, tidak diatur mengenai pengelolaan kekayaan

desa secara konlait dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan Desa maupun pengelolaan kekayaan desa. Dalam kasus

posisi tersebut diatas, pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa di Desa

Banjarkemantren, Buduran, sidoarjo, dilakukan dengan pemerintah

Kabupaten sidoarjo. Peruntukan atas tanah kas desa tersebut dipergunakan

sebagai pmbangunan pftrsarana umurn, yakni pembangunan Jalan Lingkar

Timur (JLT) sidoarjo. Proses pemanfaatan tersebut, saling

berkesinambungan, yakni dengan adanya pemberian uang atas pembebasan

lahan, yakni ranah Kas Desa milik Desa BanjarkemantrerL Buduran,

sidorarjo, dengan diberikannya wlng pengganti sebesar Rp.

2.a45.433.955,00 (dua milyar empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh

tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Tindaklanjut atas uang

pengganti atas pembebasan lahan, yakni ranah Kas Desa u quo tidak

dimanlaatkan sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi permasalahan

hulium yang dijadikan dasar menuntut oleh penuntut umum dengan adanya

dugaan tindak pidana korupsi yang dilakulian oleh Kepala Desa
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Banjarkemantren, Buduran" sidoado, dalam pengelolaan uang hasil

pengganti pembebasan laharu yakni tanah kas desa a quo oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo. Penunfut Umum memberikan argumen melalui surat

dakwaannya maupun tuntutannya, bahwa telah terjadi perbuatan melawan

hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa

yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Banjarkemantrerq Buduran,

Sidoarjo.

Dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang

sumber Pendapatan Desa jo. Peraturan Daerah Nomor l l rahun 2002 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, pendapatan desa dikelola

melalui APBDesa. selain itu, pengeluaran keuangan desa tidak dapat

dibebankan pada APBDesa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia

atau tidak cukup dananya dalam APBDesa, Kepala Desa dilarang

melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban ApBDesa untuk

keperluan lain diluar yang telah ditetapkan dalam ApBDesa. oleh karena

itulah, terjadi penggunaan dana hasil pemanfaatan tanah kas desa oleh

Kepala Desa yang tidak sebagaimana mestinya peruntukannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memberikan pendapat

bahrva selama proses persidangan maupun fakta-fakta hukum dalam

per;idangan, belum ditemukan adanya pemenuhan unsur melawan hukum

sebagaimana yang didakwakan oleh Penutut lJmum, melainkan terdapat

pemenuhan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
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yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan

negara atau perkonomian negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memberikan pendapat

bahwa perolehan dan partisipasi pembangunan Jalan Lingkar Timur sudah

sesuai dengan prosedur dan tukar guling (ruislag) Tanah Kas Desa sudah

disetujui oleh BPD Desa Banjarkemantrsn, Buduran, sidoarjo, dan jumlah

dana yang diperoleh tidak ada penyimpangan (vtde putusan pengadilan

Negeri Sidoarjo Nomor 68rlPid,.Bl2007/pN.sda). Sedangkan dalam unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, majelis

hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan pendapat bahwa bunga

deposito dari dana ganti rugr proyek Jalan Lingkar Timur (JLT) sidoarjo

dan dana kompensasi dari PT. chalidana Dwi Mandiri yang disimpan di

BPR Delta Artha Sidoarjo telah dipindahbukukan ke rekening Pemerintahan

Desa Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, dan ditarik secara tunai setiap

bulan dan tidak sepenuhnya uang tersebut disetorkan ke Kas Desa. Selain

itu, selama proses pembuktian dipersidangan, terdakwa tidak dapat

memp:rinci penggunaan dana uang pengganti atas tukar menukar tanah kas

desa yang terkait dengan pembebasan lahan proyek Jalan lingkar Timur

(rLT) sidoa{o maupun dana kompensasi tukar guling tanah kas desa

dengan PT. ch;.lidana Dwi Mandiri. Atas hal tersebut, terdapat dana

sebesar Rp. 389.233.359,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua

ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang tidak

dapat dipertanggungjarvabkan. Dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa
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Banjarkemantren, Buduran, sidoarjo, terdakwa telah menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan.

Terkait dengan kerugian keuangan negara, majelis hakim memberikan

pendapat bahwa keuangan desa juga sebagai keuangan negara, sebab

pendapatan desa sebagian mendapatkan dana dari pemerintah dalam arti

luas, dan dalam perda dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli desa.

Pertimbangan majelis hakim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan

ketentuan Pasal 68 ayat (l) Peraturan pemerintah Nomor z2 Tahun 2005

tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lainlain
pendapatan desa yang sah;

b. bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit l0 04, yang
pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan
alokasi dana desa;

c. banfuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah

Kabupat:r/Kota dalam rangka umsan pemerintahan yang disalurkan
melalui kas desa dan telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Apabila pertimbangan majelis hakim didasarkan pada ketentuan pasal 6g

tersebut diatas, terhadap sumber pendapatan desa yang didapat dari

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit l0% dapat dinyatakan sebagai
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keuangan negara. oleh karena terdapat perimbangan antara keuangan

pemerintah pusat, daerah dengan keuangan desa. jika terjadi perbuatan

melawan hukum dalam penggunaan keuangan desa yang didapat dari

perimbangan keuangan tersebut, dapat dinyatakan terjadi dugaan tindak

pidana korupsi.

Terkait dengan kasus posisi tersebut diatas, Desa Banjarkemantren"

Buduran, Sidoarjo, memiliki tanah kas desa yang kemudian oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dilakukan tukar menukar tanah kas desa tersebut

dengan diberikan uang p€ngganti sehubungan diatas tanah kas desa tersebut

diperuntukkan sebagai kepentingan umum, yakni proyek Jalan Lingkar

Timur (JLT) sidoarjo. Meskipun yang pengganti tersebut didapat dari

keuangan pemerintah daerah, melainkan keuangan tersebut bukanlah

sebagai perimbangan keuangan negara dan daerah yang diterima untuk Desa

paling sedikit 10% sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal

38 tersebut diatas. Jika uang pengganti tersebut telah diserahkan kepada

Kepala Desa Banjarkemnatren, Buduran, sidoarjo, maka uang tersebut

seharusnya digunakan atau diperuntukkan membeli tanah yang digunakan

sebagai tanah kas desa pengganti yang dapat dimanfaatkan tidak dengan

cara dilakukan tukar menukar I tukar guling (ruisktg) baik dengan pihak

Pemerintah, Pemerintah Daerah, ErrMN, BUMD, swasta, atau pihak

Ketiga.

Dengan demikiarl uang pengganti tersebut merupakan uang yang harus

disetorkan ke Kas Desa dan menjadi milik desa. oleh karena didapat dari
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pemanfaatan tanah kas desa melalui proses fukar menukar dengan

Pemerinkh Kabupaten sidoarjo. Apabila terjadi perbuatan pidana dalam

penggunaan keuangan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan

pidana umum bukan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana korupsi

sebagaimana yang didakwakan maupun dalam pertimbangan majelis hakim

dalam putusan a quo. selain itu, perbuatan yang ditujukan tedakwa dengan

melakukan proses tukar guling dengan pr. Chalidana Dwi Mandiri, tidak

dapat dibenarkan. oleh karena tanah kas desa merupakan sumber

pendapatan asli desa yang diperuntukkan penyelenggaran pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Tidak dapat dilakukan

pemanfaatan dengan cara tukar menukar / tukar guling (ruislag), meski

mendapat dana kompensasi atau tanah pengganti yang lainnya dan itupun

tanah pengganti harus berada di desa tersebut.

Dengan demikian, perbuatan yang dilalcukan oleh terdakwa adalah

perbuatan pidana, melainkan bukan perbuatan pidana yang dikategorikan

sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Dari dua analisa putusan tersebut diatas, dapatlah dikemukan pendapat

bahwasannya yang menjadi permasalahan hukum dalam pengelolaan TKD adalah

penggunaan dana atas pengelolaan atau dana yang diperoleh dari pengelolaan

TKD tersebut. Acapkali memberikan persepsi, keuangan desa adalah keuangan

negara. Padahal terdapat batasan-btasan yang harus dipahami dalam menganalisa,

yakni lingkup dana tersebut dan perolehan TKD tersebut.
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Apabila dalam pengelolaan TKD menggunakan alokasi dana desa yang

terdapat penyimpangan maupun pelanggaran, maka dapat diduga terjadi perbuatan

melawan hukum. Bilamana dana itu dipereh dari pengelolaan TKD dan terjadi

penyimpangan, maka diduga te{adi perbuatan melawan hukum pada umumnya.

83

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Perbuatan melawan ....  Ari Mukti Raharjo 



I ]AB IV

PENUTUP

Dari hasil kajian tentang perbuatan melawan hukunr dalam pengelolaan

tanah kas desa yang berirnplikasi pacla tindah pidana liorr-rpsi. clapatlah clitarik

simpr-rlan dar dikenrr:kakan saran-sariut seba-!_Iai berikLrt :

1 .  S impulan

Dari hasi l  perrnasalahan vans ditel i t i  dan cl iar-ral isa rtrelalui pembahasan

dalzrln bab-bab terclahulu. nraha hasil  pencli t ian Tesis ini sarlpai pada sin-rpulan

sebagai berikut :

Tanah Kas Desa atau Tanal-r I)csa bukan rlerupakan kel<avaan

Negara/Daerah. nteskipun clalanr kekafaan cleser clapat diperoleh nrelalu

perolel-ran hak lainnya yang sah : dar-r

Hasil  pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Desa. r-nerupakan pendapatan

asli  desa f altg ntenjacl i  sLrmber penclapatan c' lesa. apabila lerjac' l i  perbLratar-t

t-ttelan'an hukutl clalan-t penuelolaern Tanah Kas Desa atau Tanah Desa 1'ang

terkait dengan pens-qunaan kcuangan desa. t idak dapat diny'atakan setragai

t indak n idanu kor t r r rs i .

2. Saran

Dari pentbahasan dan sin.rpulan hasil studi ini dapatlah dikenrurkakan saran-

saran sebagai berikul :

a. Pengaturau Pedomau Per-rgelolaan Kekayaan Desa sebagaintana diatr-rr di

'  
dalanl Peratl tratt Mcnteri Dalarl Ncgcli  Nonror .1 ' l -ahun 

2007. perlLr

b.
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b .

ditindaklanjuti terkait dengan penonraan pengelolaan kekayaan desa clan

pengistilahan tanah kas desa atau tanah desa :

Dalam memeriksa perkara dr-rgaan tindak pidana korupsi vang terkait dengan

peugeloaau tattah kas desa atau tanah clesa. clihamskan rnemperhatikan clasar-

dasar perolehan dan hasil  perolehan atas pen-eelolaan tanah kas desa atau

tatlah desa. Selain i tu. prinsip-prinsip pengelolaan kekavaan c' lesa harurs

diiadikan tolok ttkLrr dalanr Inenentukan perbuatan nrelau'an hukum cialam

pengelolaan tanah kas desa.
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b .

ditindaklaniurti terkait dengan penormaan pengelolaan keliayaan desa dan

pengistilahan tanah kas desa atau tanah desa :

Dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidar-ra korr-rpsi vang terkait clengan

pengeloaan tanah kas desa atau tanah clesa. diharuskan nrertrperhatikan clasar-

dasar pcrolehan dan hasil  perolehan atas pengelolaan tanah kas desa atau

tanah desa. Selain i tLr. prirrsip-prinsip pengelolaan kekavaan desa harr.rs

di jadikan tolok r-r l<r-rr clalanr tnetrentukan perbuatan r-nelau'an hLrkunr dalam

pengelolaan tanah ltas desa.
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